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ABSTRAK 
Nuradhyatma Pratama,Nomor Pokok E12111003, Program Studi 
Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dengan Judul Skripsi 
“Analisis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gratis di Kantor 
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten    
Barru” dibawah bimbingan Prof.Dr.H.Juanda Nawawi,M.Si  dan A. 
Lukman Irwan,S.Ip M.Si. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  pelaksanaan Layanan  
administrasi  Iszin mendirikan bangunan yang merupakan  kebutuhan  dasar  
masyarakat yang  harus  disiapkan  oleh  pemerintah. Sehubungan dengan 
itu, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan 
pelayanan  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gratis terhadap masyarakat 
miskin ,Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan 
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan gratis dalam pengelolaan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Barru. 
 
Pengumpulan data dilakukan melalui,observasi dan wawancara 
mendalam. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian 
kualitatif kemudian di paparkan secara deskriptif. Jenis sumber data yang 
digunakan yaitu data primer dan data sekunder, kemudian Data yang 
terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pelayanann Izin 
Mendirikan Bangunan Gratis di Kantor Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal Kabupaten Barru yaitu Sasaran penerima manfaat 
program tersebut adalah khusus masyarakat miskin.Tujuannya, 
memberikan kemudahan bagi mereka yang telah mendirikan bangunan 
tapi belum memiliki IMB. Pada proses pelaksanaan pelayan IMB gratis ini 
sangat dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penghambat yang 
berpengaruh pada pengurusan berkas penerima IMB.Dampak dari 
pelaksanaan Kebijakan IMB gratis ini mendapatkan respon yang baik dari 
pemerintah Kabupaten Barru dan masyarakat miskin yang mendapatkan 
IMB gratis semakin meningkat karena dapat membantu masyarakat miskin 
untuk membuat hunian baru bagi mereka. 
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ABSTRACT 
 Nuradhyatma Pratama,Main number E12111003 govermemt 
department,Political goverment departement,faculty of social and political 
science hasanuddin university, with a thesis tittle ’’free service analysis of 
building construction permit (IMB) at iintegrated licensing and investment 
service office in barru regency. Under guidance of Prof.Dr.H.Juanda 
Nawawi,M.Si and A.Lukman Irwan,S.Ip,M.Si. 
 This research was motivated by the implementation of building 
construction permit administration services which was a society basic 
necessity that should be prepared by the goverment. Related to the 
steatment,the research purpose was to know the aplication of free building 
construction permit service of poor people in order to know the factors that 
affected the aplication of free building construction permit management in 
barru regency 
 The procedur of callecting data was done through observation and 
deeper interview. The research method used was qualitative research and 
presented in descriptive. The data source of this research was primary and 
secendary data, then the data collected was analyzed in qualitative 
descriptive. 
 The research result showed that free building construction permit 
service system at integrated licensing and investment service office in 
Barru regency which the main subject of this program’s benefit was the 
poor people the asmed of this program was to make poor people who 
already had building,get building construction permit at easy in the proces 
of implementation of building construction permit free service,it was fully 
affected by the obstacle and supporting factors which were give influences 
to file management of IMB reciver.the effect of the implementation of free 
building construction permit policy  was getting good response from the 
goverment of barru regency and poor people who got free building 
construction permit (IMB) was increased because this program  could help 
poor people to make a new place of living for them. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1   Latar Belakang Penelitian 
Pemikiran tentang kesejahteraan masyarakat sudah ada sejak 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.hal ini dapat dilihat dalam 
alinea Ke-IV Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang menegaskan 
bahwa salah satu tujauan pembentukan  Negara Republik Indonesia adalah 
untuk kesejahteraan umum. 
Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah : “Hak, wewenang, dan 
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  
peraturan  perundang- undangan”. UU  Nomor  23  Tahun  2014  juga  
mendefinisikan  daerah  otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, 
selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.koordinasi serta pengawasan pembangunan; 
efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. 
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Adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah otonom dapat 
dengan cepat merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat  kebijakan 
(perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan 
otonomi daerah pelaksanaan pembangunan dan pemberikan pelayanan 
publik kepada masyarakat akan dapat berjalan dengan cepat dan 
berkualitas karena pemerintah daerah dianggap yang paling mengetahui 
apa yang menjadi kebutuhan warganya. 
Pelayanan publik merupakan proses pemberian layanan yang 
dilakukan oleh  pemerintah  kepada  masyarakat  atau  publik  tanpa  
membeda-  bedakan golongan tertentu dan diberikan secara sukarela atau 
dengan biaya tertentu sehingga kelompok yang paling tidak mampu 
sekalipun dapat menjangkaunya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah 
pada dasarnya tidak berorientasi profit yaitu pelayanan yang dilakukan 
sebenarnya untuk kepuasan dari pada masyarakat sebagai  pelanggan  
sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah.  Sedangkan menurut UU No 
25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pelayanan publik adalah kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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Pelaksanaan otonomi daerah membuat pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintah mengalami perbaikan, dengan menerapkan 
pelayanan prima yang berpola layanan satu pintu dan layanan satu atap.  
Ridwan, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan 
Publik (2010: 85 ), pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dilihat 
dari sisi efisiensi dan efektivitas, responsivitas, kesamaan perlakuan (Tidak 
diskriminatif) masih memiliki beberapa kelemahan yang diantaranya adalah: 
1. Kurang responsif, kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan 
unsur pelayanan, mulai dari tingkatan petugas sampai pada tingkatan 
pertanggungjawaban instansi. 
2. Kurang  inovatif,  berbagai macam informasi  yang  seharusnya 
disampaikan kepada masyarakat menjadi terlambat atau bahkan tidak 
sampai. 
3. Kurang accessible, berbagai unit pelaksana pelayanan jauh dari 
jangkauan masyarakat. 
4. Kurang koordinasi, berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan 
yang lainnya sangat kurang koordinasi. 
5. Birokratis ( khususnya dalam masalah 
perizinan ) 
6. Kurang mau mendengar keluhan, saran, dan aspirasi 
masyakat. 
7. Tidak efisien, berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak 
relevan. 
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Beberapa kelemahan lain yang juga dapat diidentifikasi adalah pada 
sisi kelembagaan dimana kelemahan utama terletak pada sisi organisasi 
yang tidak dirancang  khusus  dalam  rangka  pemberian  pelayanan  publik,  
penuh  dengan hirarki yang membuat birokrasi menjadi berbelit- belit dan 
tidak terkoordinasi. 
Di dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya yang semakin 
bertambah, pemerintah melakukan pembangunan- pembangunan yang 
dapat menunjang kehidupan manusia seperti perumahan, transportasi, 
komunikasi, berbagai fasilitas umum, dan lain- lain. Dengan adanya 
pembangunan- pembangunan tersebut kemudian akan membawa 
kesejahteraan bagi masyarakat. 
Menurut Gant (Nasution,2008: 42 ), tujuan pembangunan ada dua 
tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk 
menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan 
hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan- kesempatan 
bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala 
kebutuhannya. 
Dalam  Undang-  Undang  Nomor  28  Tahun  2002  Tentang  
Bangunan Gedung disebutkan pembangunan nasional adalah untuk 
memajukkan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang- 
Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah pembangunan manusia 
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Indonesia seutuhnya dan pembangunan  seluruh  masyarakat  Indonesia  
yang  menekankan  pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran 
lahiriah dan kepuasan batiniah, dalam suatu masyarakat Indonesia yang 
maju dan   berkeadilan sosial berdasarkan pancasila.  Bangunan gedung  
sebagai tempat  manusia  melakukan kegiatannya, mempunyai   peranan   
yang   sangat   strategis   dalam   pembentukkan   watak, perwujudan 
produktivitas, dan jati diri manusia. Oleh karena itu, penyelenggaraan 
bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 
peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk 
mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serta 
seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. 
Berdasar  kepada  penjelasan   Undang-Undang   tersebut, agar 
pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu adanya 
sarana perangkat perizinan dan rencana tata ruang yang baik.  
Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia 
bukan untuk  melayani  diri sendiri  namun  memberikan  pelayanan  
kepada  rakyat. Publik  services  oleh  birokrasi  adalah  salah  satu  
perwujudan  dari  fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era 
reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat 
mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan 
didalam masyarakat itu sendiri. 
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Pelayanan merupakan tugas  utama yang hakiki dari sosok 
aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah 
jelas  digariskan dalam  pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang 
meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat,  
yaitu melindungi segenap bangsa   Indonesia   dan   seluruh   tumpah   
darah   Indonesia,   memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban    dunia  yang 
berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi  dan keadilan sosial. Dan 
diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur 
Negara No. 63 tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
“Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan 
melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan 
konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek 
kelembagaan. Bukan hanya  pada  organisasi  bisnis,  
tetapi telah  berkembang  lebih luas pada tatanan 
organisasi pemerintahan.” ( Sinambela,2006:42-43) 
 
Birokrasi  sering  memperlihatkan  dirinya  sebagai  master  atau  
boss yang  berwenang  mengatur,  mengendalikan  dan mengotrol  
perilaku  politik rakyat   bukan  sebagai   pelayanan   masyarakat.   
Padahal   jika  dipandang sebagai konteks hubungan kekuasaan, birokrasi 
pada dasarnya merupakan mata rantai yang menghubungkan  
pemerintah dengan rakyatnya. Birokrasi pada dasarnya merupakan alat 
rakyat yang bekerja untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam 
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posisi demikian, maka tugas birokrasi adalah merealisasikan setiap 
kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian kepentingan  masyarakat.  
Sementara  saat  ini  masyarakat  sangat membutuhkan pelayanan  publik 
yang baik , mudah dan cepat guna untuk memenuhi  kebutuhan  
masyarakat  terkhususnya  dibidang  pelayanan perizinan. 
Berdasarkan keputusan Menteri pendayagunaan aparatur Negara 
Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan 
publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan 
petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, 
kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan maka 
pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat serta 
peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur. 
Dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin 
Mendirikan bangunan, pemerintah harus menetapkan standar pelayanan 
yang optimal antara lain aparatur pemerintah harus dapat meningkatkan 
pengetahuan dan profesionalitas, guna mengubah citra aparatur yang 
sebelumnya di pandang lamban menjadi efisien dan efektif sesuai dalam  
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Pemerintah   menyadari   betul   bahwa   masyarakat   saat  ini  
sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik guna memenuhi 
kebutuhan yang terus berkembang.  Ini tampak dari lahirnya Instruksi 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendorong sejumlah 
Pemerintah Daerah membangun Pusat Pelayanan Perizinan Satu Pintu 
yang kemudian disebut UPT (Unit Pelayanan Terpadu). Demikian juga 
dengan pemerintah di Daerah Kabupaten Barru sangat menyadari tentang 
kebutuhan akan pelayanan publik yang baik terkhusus dibidang perizinan. 
Kewajiban memberikan pelayanan   yang   baik,  prima  sesuai   dengan  
azas,   prinsip  dan  tujuan pelayanan yang baik kepada publik untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat khusus tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB). Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Barru melalui Peraturan 
Daerah Nomor 05 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah 
Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. 
Layanan  administrasi  perizinan  merupakan  kebutuhan  dasar  
masyarakat yang  harus  disiapkan  oleh  pemerintah. Sebagaimana  pemerintah 
Kabupaten Barru memberikan  kemudahan  layanan  administrasi Izin Mendirikan 
Bangunan gratis  bagi  masyarakat. Melalui  program  inovasi  Kantor  Pelayanan  
Perizinan  dan Penanaman Modal (KP3M) yang mengantarkan Kabupaten Barru 
meraih Tropi Otonomi Awards 2014. berdasarkan hasil  monitoring  evaluasi 
FIPO. 
“Melalui inovasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal(KP3M) inilah mengantarkan kabupaten yang luas 
wilayahnya 1.174,72 kilometer persegi tersebut meraih tropi 
Otonomi Awards 2014.berdasarkan hasil mentoring evaluasi 
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FIPO,Barru memperoleh nilai tertinggi pada indikator 
pelayanan administrasi perizinan.Akumulasi nilai 
digabungkan dari nilai inovasi dan survei publik sebanyak 
581 poin.Mengungguli Luwu Timur(578),Tana 
Toraja(578),Sidrap(571),danBantaeng(556)”. 
(dasman.samang@yahoo.com).Harian FAJAR tanggal 26 
November 2014. 
 
         Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Barru dalam memberikan 
pelayanan pada masyarakat miskin cukup besar. Beberapa kebijakan salah 
satunya layanan IMB Gratis bagi masyarakat miskin. 
         Program ini diinisiasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal (KP3M) Barru. Sasaran penerima manfaat program tersebut khusus 
masyarakat miskin. Tujuannya, memberikan kemudahan bagi mereka yang 
telah mendirikan bangunan tapi belum memiliki IMB. Dimulai sejak 2012, 
program ini mendapat respons yang besar. Buktinya, pada awal program 
dijalankan pemerintah hanya menargetkan sebanyak 95 calon penerima 
manfaat, namun yang mengajukan permohonan sebanyak 150 orang.Apalagi 
prosesnya pun dipermudah, masyarakat cukup datang ke kantor desa 
mengambil formulir atau mengakses di website KP3M. Berkas yang telah 
dilengkapi pemohon akan diverifikasi oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan 
untuk memastikan pemohon merupakan orang yang terdaftar sebagai 
masyarakat miskin dan status atas hak milik tanah sendiri.  
         Upaya program IMB gratis agar tetap berlajalan optimal, 
pemerintah aktif menyosialisasikan di masyarakat. Program ini pun 
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mendapatkan respons positif. Akan tetapi kebijakan ini belum dirasakan 
semua masyarakat yang tergolong miskin di Kabupaten Barru,akibat belum 
meratanya sosialisasi dari pemerintah.jadi masyarakat belum mengetahui 
bahwa masyarakat miskin yang ingin membuat IMB itu digratiskan.  
        Selama tiga tahun berturut-turut pemerintah menyiapkan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebanyak Rp 39,9 juta per tahun. 
Dana tersebut hanya digunakan untuk biaya operasional tim teknis dan 
ongkos percetakan surat IMB. 
Stigma  bahwa  Pengurusan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB)  
membutuhkan waktu dan proses yang panjang,disebabkan mengurus 
administrasi harus mengikuti alur birokrasi.padahal pemerintah daerah 
seharusnya melayani masyarakat secara optimal dengan cara mudah dan murah, 
namun kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten  Barru .Pemerintah di bawah  
koordinasi  Kantor Pelayanan Perizinan dan  Penanaman  Modal membuat 
kebijakan Izin mendirikan Banguan (IMB)  gratis bagi masyarakar khususnya 
masyarakat tergolong miskin.  
Dimulai  sejak tahun 2012 program Izin mendirikan Bangunan gratis 
melibatkan berbagai sektor  beberapa Sektor Satuan Kerja daerah (SKPD) yang  
terlibat diantaranya  BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor lingkungan 
Hidup dan beberapa dinas terkait. upaya program Izin Mendirikan Bangunan 
gratis agar berjalan tetap optimal,  jaminan  berkelanjutan  sudah  biasa  
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dipastikan,dan  menjadi komitmen  pemerintah. Bahkan selama  tiga  tahun 
berturut turut  pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan daerah(APBD). 
Dengan adanya Izin Mendirikan Bangunan  kepada masyarakat pada Peraturan 
Daerah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang  retribusi  Izin  Mendirikan  Bangunan, 
khususnya  masyarakat miskin,akan diberikan kemudahan   yang telah ada pada  
Surat Keputusan  Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
pemberian keringanan,pengurangan pembebasan dan penghapusan retribusi 
daerah Kabupaten Barru.(Berita Daerah Kabaupaten Barru Tahun 2012 
Nomor 114).Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai“Analisis Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gratis di 
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten    
Barru”. 
1.2   Rumusan Masalah 
1. Bagaimana penerapan kebijakan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB)  gratis terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Barru? 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan  (IMB) gratis di Kabupaten Barru? 
1.3   Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui penerapan pelayanan  Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) gratis terhadap masyarakat miskin 
dikabupaten Barru. 
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2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerapan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan gratis dalam 
pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten 
Barru. 
1.4  Manfaat Penelitian 
 
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a.  Manfaat Teoritis, sebagai  bahan kemajuan ilmu,  khususnya  
Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pemerintah 
terhadap pendidikan di Indonesia dalam memberikan 
kontribusi sebagai pengembangan ilmu pemerintahan. 
b.  Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan  
pelayanan  yang  baik  kepada masyarakat   khusunya   Izin  Mendirkan  
Bangunan (IMB)  di Kabupaten Barru. 
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BAB II 
TINJAUAAN PUSTAKA 
 
2 .1  Landasan Teori  
Menurut Kerlinger (Singarimbun, 2008: 37), teori adalah serangkaian 
asumsi, konsep, konstrak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu 
fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan 
antar konsep. 
Untuk memudahkan penulis dalam rangka menyusun penelitian ini, 
maka dibutuhkan teori- teori sebagai pedoman kerangka berpikir untuk 
menggambarkan dari  sudut  mana  peneliti  menyoroti  masalah  yang  
dipilih.  Pedoman  tersebut disebut kerangka teori. Kerangka teori 
merupakan landasan berpikir untuk melakukan penelitian dan teori yang 
dipergunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang  menjadi objek 
penelitian.  Kerangka  teori diharapkan  memberikan pemahaman yang jelas 
dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti. 
2.2 Teori Analis 
Analisa menurut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 
Bahasa (1996:779) merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(karangan, atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 
(sebab musabab, duduk perkaranya). Sedangakan analis menurut Kamus 
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Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1996:779) adalah :  “Orang 
yang menganalisa atau melakukan analisa atau orang yang mencari, 
mengumpulkan data untuk penilaian kekayaan atau kemampuan seseorang. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisa adalah sesuatu yang dilakukan 
seseorang untuk menyelidiki sebuah peristiwa demi mengumpulkan data-
data yang konkrit yang nantinya menjadi ilmu atau pengetahuan baru”. 
Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan 
Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:  
a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, 
karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal 
usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).  
b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, 
penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk 
mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara 
keseluruhan. 
c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan 
sebagainya setelah ditelaah secara seksama. 
d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan 
hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya 
melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan 
sebagainya). 
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e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam 
bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai 
pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya. 
Menurut Effrey Liker Analisa adalah waktu untuk mengumpulkan 
bukti, waktu untuk berulangkali bertanya "mengapa?" dan untuk menemukan 
sumber suatu masalah, yaitu akarnya. 
 Dari penjelasan antara analisa dan analis penulis dapat menarik 
kesimpulan bahwa seseorang yang memilliki kemampuan, melakukan 
sebuah penelitian mengenai suatu peristiwa untuk dapat mengetahui 
keadaan yang sebenarnya dengan tujuan dapat menjadi ilmu atau suatu 
pengetahuan baru.  
2.3 Defenisi Pelayanan Publik 
Menurut  UU  No  25  tahun  2009  tentang  pelayanan  publik,  
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. 
Menurut Wasistiono (Saleh, 2010: 24), pelayanan publik adalah 
sebagai pemberian jasa yang diberikan oleh suatu organisasi (perusahaan, 
pemerintah, swasta) kepada publiknya dengan atau tanpa pembayaran guna 
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memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 
 
Sedangkan  menurut  Pamudji (Napitupulu, 2007:  165),  konsep 
pelayan publik diturunkan dari   makna public service yang berarti: 
“berbagai aktivitas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
barang dan jasa”. 
Berdasarkan   uraian  diatas,   maka   pelayanan   dapat   
disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang 
ditujukan untuk konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa 
untuk memenuhi kebutuhan. 
Publik   berasal   dari   bahasa   Inggris   public   yang  berarti   
umum, masyarakat atau orang banyak. 
2.3.1 Asas- Asas Pelayanan Publik 
 
 
Menurut  Undang- Undang Nomor  25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan 
 
Publik, Adapun asas-asas pelayanan publik adalah: 
 
 
1.  Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
2. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 
dalam penyelenggaraan pelayanan. 
3. Kesamaan  hak,  yaitu  Pemberian  pelayanan  tidak  membedakan  
suku,  ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
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4.  Keseimbangan hak dan kewajiban,  yaitu Pemenuhan hak  harus 
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh 
pemberi maupun penerima pelayanan. 
5.  Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki 
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 
6. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan  memperhatikan aspirasi,  
kebutuhan,  dan  harapan masyarakat. 
7.  Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara 
berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
8.  Keterbukaan,   yaitu   Setiap   penerima   pelayanan   dapat   dengan   
mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan 
yang diinginkan. 
9. Akuntabilitas,  yaitu  Proses penyelenggaraan  pelayanan  harus  
dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 
 
10. Fasilitas  dan  perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan,  yaitu  
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 
keadilan dalam pelayanan. 
11. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan 
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 
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12. Kecepatan,  kemudahan,  dan  keterjangkauan,  yaitu  Setiap  jenis  
pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 
2.3.2 Prinsip Pelayanan Publik 
 
Menurut Ridwan , Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan  
Publik (2010: 101), Prinsip pelayanan Izin Mendirikan Bangunan: 
1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit- 
belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 
2. Kejelasan, memuat tentang ; 
 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan 
publik 
 Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 
dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa 
dalam pelaksanaan pelayanan publik 
 Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara   
pembayaran 
3. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik 
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
4. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 
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pelaksanaan pelayanan publik 
5. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana 
dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya 
yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi 
komunikasi dan informatika (telematika) 
6. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi 
pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, 
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas 
2.3.3   Jenis Pelayanan Publik 
 
Menurut Undang- Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan 
publik, pelayanan publik dikelompokkan dalam beberapa jenis yang 
didasarkan pada ciri- ciri dan sifat- sifat kegiatan dalam proses pelayanan 
serta produk pelayanan yang dihasilkan. Jenis- Jenis pelayanan itu sebagai 
berikut: 
1. Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh 
unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, penelitian, pengambilan 
keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang 
secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, 
misalnya sertifikat, izin- izin, rekomendasi, keterangan tertulis, 
pembayaran pajak, dan lain- lainnya. Contoh jenis pelayanan ini 
adalah pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, pelayanan 
administrasi kependudukan (KTP, akta kelahiran/ kematian). 
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2.  Pelayanan Barang, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 
pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan 
berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada 
konsumen langsung sebagai unit atau sebagai individual dalam satu 
system. Secara keseluruhan kegiatan tersebut  menghasilkan 
produk akhir  berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap 
benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi 
penerimanya. Contoh pelayanan ini adalah pelayanan listrik, 
pelayanan air bersih, pelayanan telepon 
3.  Pelayanan Jasa,   yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 
pelayanan berupa  penyediaan  sarana  dan  prasarana  serta  
penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu system 
pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang 
mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan 
habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Contoh jenis pelayanan 
ini adalah pelayanan angkutan darat, laut, dan udara, pelayanan 
kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan 
pemadaman kebakaran. 
Pelayanan publik sebagaimana disebutkan tadi diberikan 
kepada masyarakat manakala memenuhi persyaratan tertentu. 
Persyaratan itu biasanya berbentuk dokumen- dokumen, formulir-  
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formulir, biaya.  Pelayanan publik di Indonesia sebagian  besar 
dilakukan melalui mekanisme  tatap muka  langsung. 
Operasionalisasi pelayanan publik pada umumnya dilaksanakan 
oleh jajaran birokrasi paling depan yang berhadapan langsung 
dengan masyarakat. Jumlah jajaran unit pelayanan ini dipastikan 
cukup banyak dan tersebar di berbagai lokasi. Dalam hal ini 
standarisasi pelayanan menjai aspek penting agar pelayanan di satu 
tempat dengan tempat layanan lainnya tidak terlalu berbeda. 
2.4 Tinjauan  tentang  Pelayanan  Terpadu 
 
              Menurut  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  
No63/KEP/M.PAN/7/200  tentang    Pedoman     Umum     Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik.“Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
dilaksanakan penyelenggara  pelayanan  publik sebagai  upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan”. 
Pelayanan terpadu ini terbagi atas: 
 
1. Pelayanan  terpadu satu atap,  yaitu  pola  pelayanan  yang 
diselenggarakan  dalam satu tempat yang  meliputi berbagai  
jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan 
dilayani melalui beberapa pintu; 
2. Pelayanan  terpadu satu pintu,  yaitu pola  pelayanan  yang 
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diselenggarakan  dalam satu tempat yang  meliputi berbagai  
jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, dan di layani 
melalui satu pintu; 
3. Gugus Tugas, yaitu pola pelayanan yang diselenggarakan oleh 
petugas  pelayanan  publik secara perorangan atau dalam 
bentuk gugus  tugas,  yang  ditempatkan  pada suatu lembaga  
dan lokasi pelayanan tertentu. 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  24  tahun  2006  
tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu ditertibat sebagi upaya untuk memberikan kemudahan 
kepada masyarakat dapat proses pelaksanaan pelayanan publik 
khususnya dibidang perijinan. 
2.5 Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
Izin   mendirikan   bangunan   adalah   izin  yang   diberikan   
kepada perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan 
kegiatan membangun. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah RI No. 
45 tahun 1998, yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)   
termasuk dalam pemberian izin adalah kegiatan peninjauan desain dan 
pemantapan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan 
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku dengan 
tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas 
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Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan 
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka 
memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 
tersebut (Marsinta, 2004). 
Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada pasal 1 ayat 
5 :“Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah   
perizinan   yang   diberilkan   oleh  pemerintah   daerah kepada pemohon 
untuk membangun baru, rehabilitas/renovasi, dan/atau   memugar   dalam  
rangka   melestarikan   bangunan sesuai dengan persyaratan administratif 
dan persyaratan teknis yang berlaku”. 
 
Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, 
estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian 
bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
keindahan dan interaksi sosial. Tujuan  dari penerbitan IMB adalah  
untuk mengarahkan pembangunan yanmg dilaksanakan oleh masyarakat, 
swasta maupun bangunan pemerintah dengan   pengendalian melalui 
prosedur perizinan, kelayakan lokasi mendirikan, peruntukan dan 
penggunaan bangunan yang sehat, kuat, indah, aman dan nyaman. IMB 
berlaku pula untuk bangunan rumah tinggal lama yaitu bangunan rumah 
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yang keberadaannya secara fisik telah lama berdiri tanpa atau belum 
ber-IMB. Selain untuk rumah tinggal, IMB juga berlaku untuk bangunan-
bangunan dengan fungsi yang lain seperti gedung perkantoran, gedung 
industry dan bangunan fasilitas umum. IMB memiliki dasar hukum yang 
harus dipatuhi sehingga mutlak harus dimiliki setiap orang yang berniat 
mendirikan sebuah bangunan. 
Adanya IMB berfungsi agar pemerintah daerah dapat mengontrol 
dalam rangka pendataan fisik kota dan kabupaten sebagai dasar yang 
sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban 
pembangunan kota dan kabupaten yang terarah dan sangat bermanfaat 
pula bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas 
berdirinya  bangunan  yang bersangkutan dan akan memudahkan  bagi  
pemilik  bangunan  untuk  suatu  keperluan,  antara  lain dalam hal 
pemindahan hak bangunan yang dimaksud sehingga jika tidak adanya IMB 
maka akan dikenakan tindakan penertiban sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
Prosedur pembuatan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Barru.  
1. Persyaratan Pemohon 
a. Surat pernyataan permohonan 
b. Surat keterangan tanah 
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c. Surat keluasan tanah 
d. Surat persetujuan tetangga 
e. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) asli 
f. Foto copy surat tanda terima setoran pajak bumi bangunan (STTS 
PBB) 
g. Foto copy surat surat bukti kepemilikan tanah (Sertifikat atau Akte 
jual beli) 
h. Gambar perencanaan pembanguanan 
i. Rencana anggaran biaya (RAB) bangi bangunan khusus dan 
bangunan renovasi atau direhabilitasi berat atau rehabilitasi ringan.  
 
2.6 Prosedur pelayanan Izin mendirikan Bangunan Kabupaten Barru 
sesuai dengan PERDA No 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin 
Mendirkan bangunan: 
1. Memberikan nomor antrian 
2. Memeriksa kelengkapan berkas pemeohon dan meregistrasi 
3. Mencetak dan memberikan bukti penerimaan permohonan,mencetak 
surat tugas kunjungan lapangan tim teknis. 
4. Menandatangani surat tugas tim teknis dan menyerahkkan berkas 
permohonan kepada sekse pelayanan. 
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5. Memeriksa berkas pemohon dan memparaf kartu control serta 
menyerahkan ke tim teknis. 
6. Melakukan Kunjungan Lapangan 
7. Memberikan Rekomendasi 
8. Melakukan Penghitungan Retribusi 
9. Memverifikasi perhitungan retribusi 
10. Mencetak SKRD 
11. Memvalidasi dan memparaf SKRD 
12. Menandatangani SKRD 
13. Memberi Nomor Registrasi SKRD 
14. Menyerahkan SKRD kepada pelanggan, menerima tanda setuju dan 
mengarahkan pelanggan kepada kasir untuk membayar retribusi  
15. Menerima Pembayaran Retribusi dan membuat Tanda Terima 
Pembayaran retribusi 
16. Menerima Tanda Terima Pembayaran, mencetak Surat Izin Mendirikan 
Bangunan dan plakat IMB 
17. Mengecek, memparaf Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Plakat IMB 
18. Menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan 
19. Memberikan Nomor Registrasi Izin, Stempel dan Melakukan Pengarsipan 
Surat Izin 
20. Menyerahkan Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan ke Pemohon 
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2.8 Kerangka Konsep 
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru 
merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang pelayanan 
perizinan dan non perizinan, dipimpin oleh Kepala Kantor yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
sekretaris daerah. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi 
Pelayanan, Kepala Seksi Pengelolahan data dan Pemeriksaan, Kepala Seksi 
Pemrosesan, dan Kelompok Jabatan Fungsional dimana  masing-masing  
kepala  seksi membawahi staf pelaksana. 
2.8.1 Jenis jenis Pelayanan Perizinan Retribusi dan Non Retribusi 
1. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU ) 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP ) 
3. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) 
4. Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK ) 
5. Izin Gangguan ( HO ) 
6. Izin Mendirikan Banguanan ( IMB ) 
7. Izin Penyelenggaraan Reklame 
8. Izin Trayek  
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9. Izin Usaha Perikanan 
Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 
Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
Kabupaten Barru serta Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 
262/KP3M/VI/2013 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 
Dan Penanamam Modal Di Kabupaten Barru. .Sesuai  dengan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2010  Tentang Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan,Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ( K P 3 M )  
mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.  
2.8.2  Prosedur pelayanan IMB bagi masyarakat miskin berdasarkan  
Surat Keputusan  Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara pemberian keringanan,pengurangan pembebasan dan 
penghapusan retribusi daerah Kabupaten Barru.(Berita Daerah 
Kabaupaten Barru Tahun 2012 Nomor 114): 
1. Masyarakat cukup datang ke kantor desa mengambil formulir atau 
formulir dapat diakses di website KP3M 
2. Formulir yang telah diisi bersama bukti kepemilikan lahan dan berkas 
pendukung lainnya diserahkan kembali pada pemerintah setempat. 
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3. Verifikasi berkas dilakukan pemerintah desa untuk memastikan pemohon 
merupakan orang yang terdaftar sebagai keluarga miskin. Termasuk 
memeriksa status hak milik lahan tempat berdirinya bangunan. 
4. Setalah dianggap rampung dan memenuhi syarat, pemohon cukup 
menunggu di rumah  karena berkas yang ada di kantor desa akan 
dijemput oleh tim jemput bola dari KP3M 
5. Selanjutnya tim KP3M akan menyerahkan ke bagian teknis untuk 
diproses. 
6. Hasil penilaian tim teknis di lapangan sangat menentukan diterima atau 
ditolaknya permohonan. 
7. Berkas yang memenuhi syarat akan di kembalikan ke KP3M kemudian 
dimasukkan pada bagian percetakan 
8. surat IMB yang telah dicetak dapat ditandatangani Kepala KP3M,kepala 
tata usaha atau kepala seksi. 
9.Tim jemput bola KP3M mengantarkan kembali surat IMB yang sudah 
selesai langsung kepada penerima manfaat. 
2.8.3. Prinsip  Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 
Menurut Ridwan , Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan  
Publik (2010: 101), Prinsip pelayanan Izin Mendirikan Bangunan: 
1.  Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, 
mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 
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2.  Kejelasan, memuat tentang ; 
 
a.   Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
 
b.  Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ 
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik 
c.   Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara   pembayaran 
 
3. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat 
diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
4.  Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 
pelaksanaan pelayanan publik 
5.  Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan 
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai 
termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika 
(telematika) 
6.  Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi pelayanan 
harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan 
pelayanan dengan ikhlas 
Implementasi Kebijakan Merupakan aspek yang penting dari 
keseluruhan proses kebijakan. Udji (Abdul Wahab, 1991) mengemukakan : 
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“Implementasi kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin 
lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan 
sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip apabila 
tidak diimplementasikan”. 
2.8.4.Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan IMB 
Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Barru di 
pengaruhi oleh faktor-faktor,baik faktor Pendukung maupun penghambat. 
seperti dukungan dari pemerintah yang mendukung program IMB gratis 
dengan mengeluarkan IMB gratis sejak tahun 2012, dengan mengeluarkan 
Surat Keputusan  Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
pemberian keringanan,pengurangan pembebasan dan penghapusan 
retribusi daerah Kabupaten Barru. kebijakan peraturan daerah merupakan 
salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Izin Mendirikan 
Bangunan ( IMB ) gratis,sedangakan yang menjadi faktor penghambat 
antara lain koordinasi antar SKPD yang terkait dalam kebijakan IMB 
gratis,ketika tim teknis IMB gratis tidak berkantor di KP3M,kelengkapan 
dokumen,serta jarak tempeh yang jauh serta mendan yang sulit dalam 
peninjauan lokasi kepala keluarga yang berhak mendapatkan IMB gratis. 
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                                    Gambar  2.1 
Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosedur pelayanan IMB bagi masyarakat miskin 
di Kabupaten Barru: 
1. masyarakat cukup datang ke kantor desa mengambil 
formulir atau formulir dapat diakses di website KP3M 
2. Formulir yang telah diisi bersama bukti kepemilikan 
lahan dan berkas pendukung lainnya diserahkan 
kembali pada pemerintah setempat. 
3. Verifikasi berkas dilakukan pemerintah desa untuk 
memastikan pemohon merupakan orang yang 
terdaftar sebagai keluarga miskin. Termasuk 
memeriksa status hak milik lahan tempat berdirinya 
bangunan. 
4. Setalah dianggap rampung dan memenuhi syarat, 
pemohon cukup menunggu di rumah  karena berkas 
yang ada di kantor desa akan dijemput oleh tim 
jemput bola dari KP3M 
5. Selanjutnya tim KP3M akan menyerahkan ke bagian 
teknis untuk diproses. 
6. Hasil penilaian tim teknis di lapangan sangat 
menentukan diterima atau ditolaknya permohonan. 
7. Berkas yang memenuhi syarat akan di kembalikan ke 
KP3M kemudian dimasukkan pada bagian percetakan 
8. surat IMB yang telah dicetak dapat ditandatangani 
Kepala KP3M,kepala tata usaha atau kepala seksi. 
9. Tim jemput bola KP3M mengantarkan kembali surat 
IMB yang sudah selesai langsung kepada penerima 
manfaat. 
 
 Menurut Ridwan , Prinsip- 
prinsip Pelayanan 
1. Kesederhanaan 
2. Kejelasan 
3. Kepastian waktu 
4. Tanggung jawab 
5. Kelengkapan sarana 
dan prasarana 
6. Kedisiplinan, 
kesopanan dan 
keramahan 
 
Faktor yang mempengaruhi 
kebijakan IMB 
1. Faktor Pendukung 
 Surat Keputusan  Bupati Barru 
Nomor 56 Tahun 2012 
 Sumberdaya Plaksana 
2. Faktor Penghambat 
 Tim teknis tidak berkantor di 
KP3M 
 kelengkapan dokumen tidak 
lengkap 
 kendala oprasional,surat 
kepemilikan yang salah dan 
medan yang jauh dan sulit 
Kebijakan Pemerintah 
Surat Keputusan  Bupati Barru 
Nomor 56 Tahun 2012 
tentang Tata Cara pemberian 
keringanan,pengurangan 
pembebasan dan penghapusan 
retribusi daerah Kabupaten 
Barru. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1   Lokasi Penelitian 
  Berdasarkan judul penelitian yang diangkat maka penelitian ini 
akan dilaksanakan di Kabupaten Barru khususnya  dalam lingkuangan 
Kantor Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M)  
Kabupaten Barru. 
3.2  Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan adalah deskrptif kualitatif yaitu 
suatu tipe penelitian  yang   memberi   gambaran,   pemahaman dan  
penjelasan mengenai  bagaimana  sistem  pelayanan  Izin  Mendirikan  
Bangunan  dan interaksi  Kantor Pelayanan  Perizinan dan penanaman 
Modal (KP3M)  dengan masyarakat di Kabupaten Barru khususnya 
masyarakat miskin yang membuat IMB.melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. 
3.3  Sumber  Data 
Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Untuk 
memperoleh data, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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3.3.1 Data Primer. 
 
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan 
atau lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data primer tersebut, peneliti 
menggunakan cara: 
 
Wawancara  merupakan  cara  untuk  memperoleh  informasi  
dengan bertanya  langsung  dengan  yang  diwawancarai.  Hal  ini  dapat  
dilakukan dengan wawancara mendalam (in-dept interview) dengan 
menggunakan alat penelitian verbal (tape recording) untuk memperoleh 
data-data yang diperlukan dalam penelitian ini agar menjadi lengkap. 
 
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung   atau  peninjauan   secara   cermat   dan   langsung   di 
lapangan atau lokasi penelitian, yakni di Kantor Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal (KP3M) di Kabupaten Barru. Dalam hal ini, peneliti 
dengan berpedoman   kepada   desain   penelitiannya   perlu  
mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal 
atau kondisi yang ada di lapangan. 
3.3.2  Data Sekunder 
 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan 
kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang 
mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang 
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dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara : 
 
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data 
dengan  menggunakan  dan  mempelajari  literatur  buku-buku  kepustakaan 
yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang 
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber 
pada laporan- laporan, skripsi, buku, surat kabar, artikel, majalah dan 
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
3.4   Teknik Pengumpulan Data 
3.4.1  Wawancara 
 
Wawancara  merupakan  cara  untuk  memperoleh  informasi  
dengan bertanya  langsung  dengan  yang  diwawancarai.  Hal  ini  dapat  
dilakukan dengan wawancara mendalam (in-dept interview) dengan 
menggunakan alat penelitian verbal (tape recording) untuk memperoleh 
data-data yang diperlukan dalam penelitian ini agar menjadi lengkap. 
3.4.2  Observasi 
 
Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung   atau  peninjauan   secara   cermat   dan   langsung  di lapangan 
atau lokasi penelitian, yakni di Kantor Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal (KP3M) di Kabupaten Barru. Dalam hal ini, peneliti 
dengan berpedoman   kepada   desain   penelitiannya   perlu  
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mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal 
atau kondisi yang ada di lapangan. 
3.4.3  Penelitian Kepustakaan 
 
Penelitian kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data 
dengan  menggunakan  dan  mempelajari  literatur  buku-buku  kepustakaan 
yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang 
berhubungan erat dengan permasalahan. Studi kepustakaan bersumber 
pada laporan- laporan, skripsi, buku, surat kabar, artikel, majalah dan 
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang 
diteliti. 
3.5  Informan Penelitian 
Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya 
hasil yang representatif, maka diperlukan informan yang memahami dan 
mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun 
informan yang dimaksud adalah: 
1. Kepala Kantor pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
2. Kasubag Tata Usaha 
3. Kasi.Pelayanan 
4. Kasi.Pengolahan 
5. Kasi.Penanaman Modal 
6. Masyarakat miskin yang sudah mendapatkan IMB gratis 
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3.6   Defenisi Oprasional 
Definisi Oprasional bertujaun untuk memberikan acuan terhadap 
pelaksanaan  penelitian  agar  memberikan  kemudahan  dalam  
mencapai tujuan penelitian ini antara lain : 
1.  Izin Mendirikan  Bangunan adalah perizinan  yang diberilkan oleh 
pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, 
rehabilitas/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan 
bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan 
teknis yang berlaku. 
2. Pelakasaan  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah 
penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  dimulai  dari  tahap 
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen di kantor pelayanan 
perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Barru.Prosedur 
pelayanan IMB bagi masyarakat miskin: 
1) Masyarakat cukup datang ke kantor desa mengambil formulir    atau 
formulir dapat diakses di website KP3M 
2) Formulir yang telah diisi bersama bukti kepemilikan lahan dan berkas 
pendukung lainnya diserahkan kembali pada pemerintah setempat. 
3) Verifikasi berkas dilakukan pemerintah desa untuk memastikan 
pemohon merupakan orang yang terdaftar sebagai keluarga miskin. 
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Termasuk memeriksa status hak milik lahan tempat berdirinya 
bangunan. 
4) Setalah dianggap rampung dan memenuhi syarat, pemohon cukup 
menunggu di rumah  karena berkas yang ada di kantor desa akan 
dijemput oleh tim jemput bola dari KP3M 
5) Selanjutnya tim KP3M akan menyerahkan ke bagian teknis untuk 
diproses. 
6) Hasil penilaian tim teknis di lapangan sangat menentukan diterima 
atau ditolaknya permohonan. 
7) Berkas yang memenuhi syarat akan di kembalikan ke KP3M kemudian 
dimasukkan pada bagian percetakan 
8) surat IMB yang telah dicetak dapat ditandatangani Kepala 
KP3M,kepala tata usaha atau kepala seksi. 
 9)  Tim jemput bola KP3M mengantarkan kembali surat IMB yang sudah   
selesai langsung kepada penerima manfaat. 
3. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Barru 
adalah perangkat dilingkup  pemerintah  daerah  Kabupaten  Barru 
yang bertugas  memberikan  koordin asi  dan  pelayanan  perizinan  
di  Kabupaten Barru. 
4.  Sistem  pelayanan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah 
sistem pelayanan terpadu satu pintu, yaitu bentuk pelayanan 
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perizinan  dan non  perizinan  didaerah  dengan  sistem satu pintu 
yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan 
pengambilan formulir sampai ketahap terbitnya dokumen yang 
dilakukan dalam satu tempat. 
       Menurut Ridwan , Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan      
Pelayanan  Publik (2010: 101), Prinsip pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan: 
1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit- 
belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan 
2. Kejelasan, memuat tentang ; 
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik 
b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan 
bertanggung   jawab dalam memberikan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam 
pelaksanaan pelayanan publik 
c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara   pembayaran 
3. Kepastian waktu, di mana dalam pelaksanaan pelayanan publik 
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan 
4. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau 
pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan 
pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam 
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pelaksanaan pelayanan publik 
5. Kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana 
dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang 
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan 
informatika (telematika) 
6. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, di mana pemberi      
pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas 
7. Interaksisi Kantor  Pelayanan  Perizinan dan Penanaman Modal 
dengan masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
adanya kepentingan diantara  keduanya  yaitu  masing-masing   
memberikan  hak  dan ke wajiban. Masyarakat menerima haknya 
dalam hal ini menerima Izin Mendirikan  Bangunan sebagai 
syarat administrasi  bangunan gedung dan Kantor Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal menjalankan ke wajibannya 
melayani  masyarakat  terkhusus  dibidang  pemberian  Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). 
3.7   Analisis Data 
Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu 
dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk 
kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah dari sejumlah data kualitatif. 
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Dimana data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi 
kepustakaan untuk memperjelas gambaran hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1     Profil Daerah Penelitian 
4.1.1  Gambaran Umum Kabupaten Barru 
Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan 
kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang raja yaitu : Kerajaan Berru 
(Barru), Kerajaan Tanete,Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. 
Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda 
dimana wilayah Kerajaan Berru,Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan 
dalam wilayah Onder Afdelling Barru,yang bernaung dibawah Afdelling Pare- 
pare sebagai kepala pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control 
Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan 
tersebut diberi status sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) 
yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan 
sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.  
Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada 
permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini 
merupakan 4 bekas Selfbestuur didalam Afdeling Pare-Pare masing-masing: 
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1. Bekas Selbesteuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi 
kecamatan MalluseTasi dengan Ibu Kota Palanro. Adalah 
penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasan Kerajaan 
Ajattapareng oleh Belanda sebagai Selfbestuur, ialah Kerajaan Lili 
Bojo dan Lili Nepo. 
2. Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 
Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten 
Soppeng) Sebagai Satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, 
Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu. 
3. Bekas Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru 
dengan lbu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang 
merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri. 
4. Bekas Selbestuur Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana 
daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan 
Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting. 
Seiring dengan perjalanan waktu,maka pada tanggal 20 Pebruari 1960 
merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten 
Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di 
Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 
Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom 
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berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 
4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, 
masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja 
dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang 
bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru. kabupaten Barru yang 
dikenal dengan motto HIBRIDA ( Hijau,Bersih,Asri dan Indah) adalah salah 
satu Kabupaten yang  terletak dipesisir pantai barat propinsi Sulawesi 
Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.Secara Geografis terletak diantara 
Koordinat 4'0.5'35" lintang selatan dan 199'35" - 119'49'16" Bujur Timur 
dengan luas wilayah 1.174,72 Km2 (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 
102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, 
yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam 
.Kabupaten Barru secara Administratif terbagi atas 7 kecamatan, 14 
Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana pada tabel dibawah yang mempunyai 
batas - batas wilayah : Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan 
Kabupaten Sidrap sebelah timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten 
Bone sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
sebelah Barat  dengan selat Makassar. Kabupaten Barru terletak pada jalan 
trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata yang terletak antara kota 
Makassar dan kota Pare-Pare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai 
daerah tujuan wisata dari mancanegara. Kabupaten Barru mempunyai 
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ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk 
permukaan sebahagian besar daerah kemiringan,berbukit hingga bergunung-
gunung dan sebahagian lainnya merupakan daerah datar hinggi landai.  di 
Kabupaten Barru terdapat seluas 71,79 % wilayah ( 84.340 Ha) dengan tipe 
iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober - 
Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April - 
September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 
hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm.Curah hujan di kabupaten 
Barru berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember - Januari 
dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan 
masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing- masing 104 mm 
dan 17 mm. 
4.1.2 Morfologi Wilayah 
          Berdasarkan kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Barru terbagi 
empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2o seluas 26,64%, 
landai dengan kemiringan 2-15o seluas 7.043 ha atau 5,49%, miring dengan 
kemiringan 15-40o seluas 33.346 ha atau 28,31%, dan terjal dengan 
kemiringan >40o seluas 50.587 ha atau 43,06% yang tersebar pada semua 
kecamatan. 
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4.1.3 Ketinggian Wilayah 
Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, Kabupaten Barru dapat 
dibagi dalam enam kategori ketinggian yaitu : 0-25 meter dari permukaan laut 
(mdpl) seluas 26.319 ha (22,40%), tersebar di seluruh kecamatan kecuali 
Kec. Pujananting; 25-100 mdpl seluas 12.543 ha (10,68%), tersebar di 
seluruh kecamatan; 100-500 mdpl seluas 52.782 ha (44,93%), tersebar di 
seluruh kecamatan; 500-1000 mdpl seluas 23.812 ha (20,27%), tersebar di 
seluruh kecamatan kecuali Kec. Tanete Rilau; 1000-1500 mdpl seluas 1.941 
ha (1,65%), tersebar di Kecamatan tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan 
Pujananting; dan kategori >1500 mdpl seluas 75 ha (0,06%), hanya terdapat 
di Kecamatan Pujananting. 
4.1.4  Status Ancaman  
          Kabupaten Barru,khususnya untuk kondisi terumbu karang yang 
tergolong rusak adalah 71.42 %. Untuk mangrove Sebagai salah satu dari 
hasil akhir laporan zonasi dan manjemen pengelolaan wilayah laut di 
kabupaten Barru, bahwa hutan mangrove sebagai zona lindung dan kawasan 
konservasi. namun demikian hingga saat ini masyarakat masih tetap 
melakukan aktifitasnya yang cenderung merusak dan berdampak negatif 
terhadap ekosistem mangroove tersebut, hal ini diduga terjadi karena strategi 
pemanfaatan ekosistem mangrove yang dijabarkan dalam peraturan yang 
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ditetapkan pemerintah daerah belum mengakomodir berbagai kepentingan 
stakeholders dalam optimalisasi pemanfaatan ekosistem mangrove. 
4.1.5  Daerah Perlindungan Laut (DPL)  
Daerah Perlindungan Laut (DPL) atau Marine Sanctuary adalah suatu 
kawasan laut yang terdiri atas berbagai habitat, seperti terumbu karang, 
lamun, dan hutan bakau, dan lainnya baik sebagian atau seluruhnya, yang 
dikelola dan dilindungi secara hukum yang bertujuan untuk melindungi 
keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan atau 
kedua-duanya. Kawasan ini dilindungi secara tetap/permanen dari berbagai 
kegiatan pemanfaatan, kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata 
terbatas (snorkle dan menyelam). 
         Khususnya untuk kabupaten Barru daerah Perlindungan Laut lebih 
difokuskan pada terumbu karang dan mangrove. 
4.1.6  Mata Pencaharian  
         Faktor pendidikan merupakan elemen penting yang menjadi landasan 
masyarakat Barru untuk menekuni mata pencahrian mereka. Karena masih 
banyak masyarakat yang buta aksara dimana 95 dari 268 kepala keluarga 
yang menekuni home industry adalah penyandang buta aksara, disamping itu 
banyak juga yang menjadi nelayan, berdagang, dan sisanya berwiraswasta. 
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4.1.7 Pelabuhan  
          Pelabuhan Fery Andi Mattalatta di Garongkong, yang terletak di 
Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru yang nantinya akan 
menghubungkan Pelabuhan Batu Licin Kalimantan Selatan dan Pelabuhan - 
pelabuhan lainnya, menjadikan Kabupaten Barru sebagai sasaran 
berinvestasi .Adapun Potensi investasi yang dapat dikembangkan meliputi 
pengembangan fasilitas pelabuhan dengan mengupayakan pengadaan 
Kapal, Pergudangan, Bongkar muat dan alat teransportasi darat. Pelabuhan 
Awerange, terletak 25 km sebelah utara Kota Barru yaitu di Kecamatan 
Soppeng Riaja.Pelabuhan Awerange merupakan pelabuhan umum dengan 
panjang Dermaga 70 meter, lebar 8 meter dengan panjang pelataran 40 
meter dan lebar 4 meter ini berstatus pelabuhan antar pulau yang banyak 
disinggahi oleh Kapal Rakyat (Non Pelni) yang mengangkut hasil bumi 
seperti beras,hasil peternakan berupa sapi dan Semen dan Pupuk,serta 
penumpang.Pelabuhan ini dirintis oleh H.Abd Karim Sulaiman. 
4.1.8  Komoditas Unggulan  
        Wilayahnya yang subur, menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi 
serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor Industri, 
pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. 
Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan 
perikanan. Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap 
49 
 
 
ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan 
dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung 
yang menghasilkan banding dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, 
Kerang Mutiara di Pulau Panikiang. Sementara itu di Kecamatan Tanete 
Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dapat dikembangkan budidaya 
rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan 
juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi. 
Program prioritas untuk investasi Program prioritas sekaligus menjadi 
peluang investasi pada sektor kelautan dan perikanan Kab.Barru baik PMA, 
PMDN maupun non PMA, PMDN adalah: 
 Budidaya keramba jarring apung 
 Hatchery ikan kerapu ( Epinaphelus Suilus, EP.Fusco guttanus 
Cromileptes Altivelis) 
 Budi daya rumput laut 
 Pengolahan / pengalengan ikan 
 Wisata bahari / eco tourism pad taman laut dan pulau pulau kecil 
Pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
belum menunjukkan hasil yang maksimal karena pengelolaannya masih 
relative tradisional dan terbatasnya pengetahuan dan teknologi serta dana 
untuk investasi sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu bagi 
investor yang berminatmenanamkan modalnya di Kab. Barru, Pemerintah 
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Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kemudahan-kemudahan berupa 
insentif fiskal dan non fiskal. Dari sisi komoditas andalan sektor kelautan dan 
perikanan , dari berbagai jenis komoditas yang memilkinilai ekonomis tinggi 
tetap dikembagkan diantaranya Bandeng, Cakalang, Tuna dan Udang Windu. 
Kabupaten Barru memiliki gugusan Pulau-Pulau Kecil untuk budidaya 
berbagai jenis Komoditi Perikanan,Pulau Pulau dimaksud adalah Pulau 
Panikiang,Pulau Dutungan,Pulau Bakki,Pulau Batukalasi,Pulau Uming dan 
Pulau Anak Kuning. 
4.2 Lingkungan Hidup Kondisi Geologi 
Jenis tanah di Kabupaten Barru terdiri atas : Alluvial seluas 14.659 ha 
(12,48%) yang terdapat di Kec. tanete Riaja; Litosol seluas 29.034 ha 
(24,72%) yang terdapat di Kec. Tanete Rilau dan Tanete Riaja; Regosol 
seluas 41.254 ha (38,20%) yang terdapat di seluruh kecamatan; dan jenis 
Mediteran seluas 32.516 (24,60%) yang terdapat di seluruh kecamatan 
kecuali Kec. Tanete Rilau. 
4.2.1  Pola Penggunaan Lahan 
Pola penggunaan lahan di Kabupaten Barru meliputi kampung 
pemukiman tahun 1993 seluas 2.063,50 ha meningkat menjadi 2.767,92 ha 
tahun 2008; persawahan tahun 1993 seluas 11.921,00 ha meningkat menjadi 
15.959,23 ha tahun 2008; kolam/tambak tahun 1993 seluas 1.889,50 ha 
memingkat menjadi 2.903,55 ha tahun 2008; kebun campuran tahun 1993 
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seluas 7.698,00 ha meningkat menjadi 18.586,95 ha tahun 2008; 
ladang/tegalan tahun 1993 seluas 2.873,00 ha meningkat menjadi 5.138,70 
ha tahun 2008; lahan terbuka tahun 1993 seluas 10.966,00 ha berkurang 
menjadi 3.367,53 ha tahun 2008; semak belukar tahun 1993 seluas 110,00 
ha bertambah menjadi 12.712,11 ha tahun 2008; alang-alang tahun 1993 
selaus 1.327,00 ha berkurang menjadi 265,32 ha tahun 2008; dan hutan 
tahun 1993 seluas 75.257,00 ha berkurang menjadi 55.481,80 ha tahun 
2008. 
4.2.2 Kondisi Klimatologis 
Kabupaten Barru merupakan daerah beriklim tropis dan termasuk 
dalam pola iklim pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Berdasarkan tipe iklim 
dengan Zone Agroklimatologi yang berdasarkan pada bulan basah (curah 
hujan lebih dari 200 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan kurang dari 
100 mm/bulan), maka Kab. Barru pada umumnya memiliki tipe iklim C yang 
mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-Maret) dan bulan 
kering berturut-turut kurang dari dua bulan (April-September). Temperatur 
rata-rata antara 20oC sampai 35oC. Total hujan selama setahun rata-rata 94 
hari dengan curah hujan sebesar 2.646 mm. Curah hujan berdasarkan hari 
hujan terbanyak pada bulan Desember dan Januari dengan curah hujan rata-
rata 423 mm dan 453 mm. 
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4.2.3 Sungai dan Pesisir 
         Kabupaten Barru dialiri sekitar 12 sungai yang tesebar di seluruh 
Kecamatan dengan panjang secara keseluruhan sekitar 234,60 km dengan 
lebar 5-8 m dan kedalaman 1-4 m. Kondisi sungai saat ini pada umumnya 
mengalami sedimentasi dan penurunan debit air dibandingkan dengan 
beberapa tahun sebelumnya. Sungai-sungai tersebut bermuara di sepanjang 
pesisir kab. Barru dengan garis pantai sepanjang 78 km. 
4.2.4  Kondisi Hujan 
         Luas hutan Kabupaten Barru berdasarkan Peta Padu Serasi Kehutanan 
Prov Sulawesi Selatan (SK Gubernur Prov. Sulsel Nomor 276/!V/1999 adalah 
65.185 ha/55,49% dari luas Kab. Barru) dengan rincian Hutan Lindung seluas 
49.801 ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 15.384 ha. Namun 
berdasarkan survey tahun 2008 (Profil Kabupaten Barru Tahun 2008) luas 
hutan yang memiliki vegetasi atau tegakan hanya 55.481,80 ha. Hal ini 
sesuai dengan kenyataan terdapatnya lahan kritis dalam kawasan hutan 
seluas 25.189 ha. 
4.2.5 Demografi Jumlah penduduk 
        Jumlah penduduk Kabupaten Barru tahun 1995 sebesar 149.912 jiwa 
dan meningkat menjadi 152.101 jiwa tahun 2000, 158.821 jiwa tahun 2005 
dan menjadi 161.732 jiwa pada tahun 2008. Komposisi penduduk 
berdasarkan jenis kelamin pada tahun 1995 terdiri dari laki-laki sebanyak 
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71.526 jiwa dan perempuan 78.386 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 terdiri 
dari laki-laki sebanyak 72.361 jiwa dan perempuan sebanyak 79.740 jiwa. 
Pada tahun 2005 dan 2008 komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin 
terdiri dari laki-laki sebanyak 76.377 jiwa dan 78.266 jiwa sedangkan 
perempuan sebanyak 82.444 jiwa dan 83.466 jiwa. 
4.2.5.1 Struktur umur 
         Penduduk usia produktif pada tahun 2006 mencapai 81.229 jiwa dan 
pada tahun 2007 mencapai 78.859 jiwa, sedangkan angka beban 
tanggungan mencapai 57,73 persen pada tahun 2003 dan 56,95 persen pada 
tahun 2007 serta menjadi 62,02 pada tahun 2008. Penduduk usia produktif 
dan angka beban tanggungan pada tahun 2025 diperkirakan mengalami 
peningkatan menjadi lebih tinggi proporsinya. Pertumbuhan penduduk. 
Penduduk Kabupaten Barru mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari 
tahun ke tahun sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2008. Pertumbuhan 
penduduk yang terkecil dialami pada tahun 2005 sebesar 0,13 persen dan 
tertinggi pada tahun 2003 sebesar 3,01 persen. Pertumbuhan penduduk 
dalam siklus lima tahunan yaitu 0,61 persen pada tahun 1990-1995, 0,24 
persen pada tahun 1995-2000, 0,13 persen pada tahun 2000-2005 dan 0,81 
persen pada tahun 2005-2008. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 
diperkirakan 0,58 persen, pada tahun 2020 diperkirakan 0,57 persen dan 
pada tahun 2025 diperkirakan 0,55 persen. 
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4.2.5.2  Kualitas manusia 
          Secara umum kualitas manusia diukur melalui pencapaian Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Selama periode tahun 2004-2008, IPM 
Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 67,07 (2004), 67,48 (2005), 
68,60 (2006), 68,97 (2007) dan 69,50 (2008). Meskipun nilainya meningkat 
dari tahun ke tahun, dari sisi peringkat jika dibandingkan dengan kabupaten 
lain di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Barru berada pada posisi 13 
(2004), peringkat 14 (2005), peringkat 13 (2006), peringkat 14 (2007) dan 
tetap peringkat 14 (2008). IPM tersebut masih di bawah rata-rata provinsi dan 
nasional yang masing-masing 67,75 dan 68,86 (2004), 68,14 dan 69,57 
(2005), 68,81 dan 70,08 (2006), 69,62 dan 70,66 (2007). 
4.2.5.3  Indeks pendidikan 
         Indeks pendidikan Kabupaten Barru, sebagai gabungan dari nilai angka 
melek huruf dan rata-rata lama sekolah, telah mengalami peningkatan dari 
tahun 2004 ke tahun 2007, tetapi posisinya masih dibawah rata-rata indeks 
pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2004 indeks pendidikan 
Kabupaten Barru sebesar 71,29 (Provinsi mencapai 71,44 dan Nasional 
mencapai 76,27), tahun 2005 sebesar 71,91 (Provinsi mencapai 71,96 dan 
Nasional mencapai 76,82), tahun 2006 sebesar 74,37 (Provinsi mencapai 
73,07 dan Nasional mencapai 77,41), 2007 sebesar 74,37 (Provinsi 
mencapai 73,56 dan Nasional mencapai 77,84). 
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4.2.5.4  Angka Melek Huruf 
        Nilai indikator angka melek huruf telah mengalami peningkatan dari 
84,60 persen (2004), 85,20 persen (2005), 87,10 persen (2006) dan 87,26 
persen (2007). Apabila dibandingkan dengan angka melek huruf rata-rata 
Provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian Kabupaten Barru sudah berada diatas 
rata-rata Provinsi yang nilainya 85,50 persen (2004) dan 86,24 persen 
(2007). Rata-rata Lama Sekolah. Indikator ini juga telah mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah 
mencapai 6,70 tahun, pada tahun 2007 menjadi 7,20 tahun. Apabila 
dibandingkan dengan capaian rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi 
Selatan, capaian Kabupaten Barru masih lebih rendah dibanding rata-rata 
Provinsi yang nilainya 6,80 tahun (2004) dan 7,23 tahun (2007). Pada 2007, 
kinerja pendidikan SD/sederajat mencapai APM 97,48 persen (Provinsi 
mencapai 88,89 persen), APK 102,87 persen (Provinsi mencapai 95,25 
persen), angka putus sekolah 3,11 persen (Provinsi 2,84 persen), rasio 
murid/guru mencapai 11 (Provinsi mencapai 17) dan rasio murid/sekolah 103 
(Provinsi mencapai 161). 
4.2.5.5 Indeks Kesehatan 
        Indeks kesehatan Kabupaten Barru sebagai bagian dari indikator 
IPM/kualitas manusia, juga menunjukkan peningkatan pada tahun 2004-
2007, tetapi pencapaiannya masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi 
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Selatan dan Nasional. Pada tahun 2004 nilai indikator ini sebesar 70,50 
(Provinsi mencapai 72,83 dan Nasional mencapai 71,00), tahun 2005 
sebesar 70,67 (Provinsi mencapai 72,83 dan Nasional mencapai 71,81), 
tahun 2006 sebesar 71,00 (Provinsi mencapai 71,00 dan Nasional mencapai 
72,44), pada tahun 2007 sebesar 71,33 (Provinsi mencapai 74,00 dan 
Nasional mencapai 73,03). 
4.2.5.6 Angka Harapan Hidup 
         Nilai indikator ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 2004, angka harapan hidup Kabupaten Barru sebesar 67,30 
tahun, pada tahun 2005 sebesar 67,40 tahun, pada tahun 2006 sebesar 
67,60 tahun, pada tahun 2007 sebesar 67,80 tahun, dan pada tahun 2008 
sebesar 68,20 tahun. Dibandingkan dengan rata-rata angka harapan hidup 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008 sebesar 69,60 tahun, capaian 
Kabupaten Barru masih lebih rendah. Diproyeksikan bahwa angka harapan 
hidup Kabupaten Barru mampu mencapai 70,85 tahun pada tahun 2015, 
mencapai 72,74 tahun pada tahun 2020 dan menjadi 74,62 tahun pada tahun 
2025. 
4.2.5.7  Daya Beli Masyarakat 
          Indeks daya beli masyarakat Kabupaten Barru juga masih berada 
dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun telah 
terjadi peningkatan dari tahun 2004 hingga tahun 2007. Pada tahun 2004, 
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nilai indeks daya beli masyarakat Kabupaten Barru sebesar 59,41 (Provinsi 
mencapai 58,98; Nasional mencapai 58,72), tahun 2005 sebesar 59,88 
(Provinsi mencapai 59,35; Nasional mencapai 60,07), tahun 2006 sebesar 
60,43 (Provinsi mencapai 59,70; Nasional mencapai 60,38), dan tahun 2007 
sebesar 61,00 (Provinsi mencapai 61,29; Nasional mencapai 61,10). Dalam 
nilai nominal, angka daya beli masyarakat Kabupaten Barru meningkat dari 
Rp.617.100 (2004), menjadi Rp.619.100 (2005), Rp.621.500 (2006), 
Rp.624.00 (2007) dan Rp. 629.200 (2008). Angka daya beli masyarakat 
Kabupaten Barru berada dibawah rata-rata Provinsi yang bernilai Rp.630.800 
(2008). Diproyeksikan angka ini mencapai Rp.733.700 tahun 2015, mencapai 
Rp.799.400 (2020) dan Rp.865.120 (2025). 
4.3 Kesejahteraan Sosial 
         Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial cenderung 
bertambah dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2005 jumlah penyandang 
masalah kesejahteraan sosial sekitar 17.323 jiwa dan tahun 2008 menjadi 
17.455 jiwa, meliputi fakir-miskin 4.816 jiwa, wanita rawan sosial 2.985 jiwa, 
lanjut usia terlantar 2.000 jiwa, anak terlantar 2.124 jiwa, keluarga rumah 
tidak layak huni 2.644 jiwa, penyandang cacat 1.075 jiwa, anak cacat 265 
jiwa, penyandang cacat eks kronis 146 jiwa, keluarga rentan 325 jiwa, balita 
terlantar 205 jiwa, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah 12 
jiwa, bekas narapidana 51 jiwa, wanita korban tindak kekerasan atau 
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diperlakukan salah 6 jiwa, masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana 
348 jiwa, pengemis 4 jiwa, keluarga bermasalah psikologis 13 jiwa, korban 
bencana 385 jiwa dan waria 51 jiwa. Jumlah komunitas adat terpencil (KAT) 
di Kabupaten Barru sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami perubahan 
dari tahun-tahun sebelumnya yakni 150 KK, jumlah panti asuhan juga tidak 
mengalami perubahan yakni hanya empat unit hingga 2008. 
4.4 Kepemudaan dan Olahraga 
         Jumlah organisasi pemuda dan olahraga tidak mengalami perubahan 
berarti dalam lima tahun terakhir. Jumlah organisasi pemuda pada tahun 
2000 mencapai 47 unit, pada tahun 2005 dan 2008 menjadi 54 unit 
organisasi; sedangkan jumlah organisasi olahraga pada tahun 2008 
sebanyak 12 unit atau tidak bertambah secara nyata dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. Kehidupan Politik dan Demokrasi. Eksistensi partai politik 
mengalami dinamika pertumbuhan yakni dari 48 parpol pada tahun 2000 
menjadi 22 parpol pada tahun 2005 kemudian meningkat lagi menjadi 34 
parpol pada tahun 2008. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan legislatif 
pada tahun 2004 mencapai 87.120 jiwa atau 82,70 persen dari jumlah wajib 
pilih sebanyak 105.350 jiwa, dan pada pemilihan presiden/wakil presiden 
mencapai 85.297 jiwa atau 80,05 persen dari jumlah wajib pilih sebanyak 
106.555 jiwa. Pada pemilihan legislatif pada tahun 2009 mencapai 91.355 
jiwa atau 72,59 persen dari jumlah wajib pilih sebanyak 123.858 jiwa dan 
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pada pemilihan presiden/wakil presiden mencapai 97.642 jiwa atau 78,23 
persen dari jumlah wajib pilih sebanyak 124.815 jiwa. Khusus pada pemilu 
kepala daerah/wakil kepala daerah pada tahun 2005, tingkat partisipasi 
pemilih mencapai 89.147 jiwa atau 81,45 persen dari jumlah wajib pilih 
sebanyak 109.446 jiwa. 
4.5  Keluarga Berencana 
         Jumlah kepala keluarga mengalami pertambahan dari 33.461 KK pada 
tahun 1995 menjadi 37.242 KK pada tahun 2000, 43.112 KK pada tahun 
2005 dan menjadi 45.993 KK pada tahun 2008. Dari jumlah kepala keluarga 
tersebut, pasangan usia subur (PUS) sebanyak 21.527 (1995), 27.933 
(2000), 27.282 (2005) dan menjadi 28.080 (2008). Jumlah peserta KB aktif 
tahun 1995 sebanyak 14.910 pasangan, tahun 2000 sebanyak 14.801 
pasangan, tahun 2005 sebanyak 14.890 pasangan dan tahun 2008 mencapai 
15.638 pasangan. Persentase peserta KB mengalami penurunan dari 69,26 
persen tahun 2000 menjadi 55,69 persen pada tahun 2008. 
4.6 Sosial Budaya  
          Kehidupan Beragama. Jumlah sarana peribadatan mengalami 
peningkatan yaitu 205 unit masjid tahun 1995 menjadi 223 unit tahun 2000, 
237 unit tahun 2005, dan 256 unit tahun 2008. Demikian pula jumlah 
mushalla dan sejenisnya yang meningkat dari 49 unit tahun 1995 menjadi 52 
unit tahun 2005, dan menjadi 63 unit tahun 2008. Jumlah gereja meningkat 
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dari 2 unit tahun 1995 menjadi 3 unit tahun 2008. Pemeluk agama Islam 
mencapai 99 persen pada tahun 2008 dan hampir tidak mengalami 
perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, selebihnya adalah pemeluk agama 
Kristen dan Budha. Jumlah kelompok pengajian dan majelis taklim juga 
mengalami peningkatan yakni dari 53 kelompok tahun 1995 menjadi 85 
kelompok tahun 2008. Kelembagaan Masyarakat. Kelembagaan asli 
masyarakat meliputi berbagai pranata sosial gotong-royong dan tolong-
menolong, ikatan patron-klien, serta bentuk-bentuk arisan. Kelembagaan 
yang dibentuk oleh program pembangunan juga berkembang dalam bentuk 
kelompok tani, kelompok peternak, kelompok nelayan, kelompok PKK, 
kelompok Posyandu, dan sebagainya. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) 
yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat juga berkembang, pada 
tahun 2008 setidaknya berfungsi tujuh LSM. Adat-istiadat, Nilai dan Norma 
Sosial-budaya. Berbagai tradisi budaya telah berjalan dalam kehidupan 
masyarakat Kabupaten Barru, namun dalam dekade terakhir jenis dan 
intensitasnya cenderung berkurang. Jumlah jenis tradisi dan adat istiadat 
dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Barru sebelum tahun 2000 sekitar 
22 jenis dan pada tahun 2008 hanya 18 jenis yang bertahan. Selain itu, dari 
18 jenis tersebut terdapat delapan jenis tradisi budaya dan adat istiadat yang 
cenderung mengalami kepunahan antara lain mallemmang, mabbette, 
seruling lontarak dan maggenrang riwakkang. Tradisi budaya dan adat 
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istiadat yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat antara lain 
budaya yang terkait dengan aktivitas pertanian dan kelautan-perikanan 
seperti mappalili, mappadendang, maddojabine, massure, macceratasi, dan 
budaya yang terkait dengan keagamaan seperti aqiqah, mabbarasanji dan 
massikkiri pacci. Jumlah kelompok pelestari budaya mengalami peningkatan 
dari 10 kelompok pada tahun 2005 menjadi 17 kelompok pada tahun 2008. 
4.7 Administrasi Kependudukan 
           Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP mencapai 64,13 persen 
pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 74,24 persen pada tahun 2008. 
Sedangkan jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran mencapai 
70,19 persen pada tahun 1995 dan meningkat menjadi 74,49 persen pada 
tahun 2008. Pelayanan administrasi kependudukan dijalankan pada tingkat 
Desa/Kelurahan hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 
4.7.1  Wilayah Administrasi Dan Penduduk 
Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Barru terbagi 
menjadi (7) tujuh kecamatan, yang terdiri dari 40 desa dan 14 kelurahan. 
Kecamatan Pujananting merupakan kecamatan terluas yaitu 314,26 km2 
atau 26,75 %, sedangkan Kecamatan Soppeng Riaja adalah yang terkecil 
yakni 78,90 km2. 
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Tabel 4.1 
Nama Kecamatan dan luas wilayah di Kabupaten Barru 
No Kecamatan Luas Wilayah(Km2) 
BPS     Analisis 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
TaneteRiaja 
TaneteRilau 
Barru 
SoppengRiaja 
Mallusetasi 
Pujananting 
Balusu 
174,29 
79,17 
199,32 
78,90 
216,58 
314,26 
112,20 
180,66 
82,68 
196,70 
79,68 
221,33 
315,54 
114,51 
Jumlah  1.174 1.191 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab Barru, 2011 
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Tabel 4.2 
Nama Kecamatan dan kepadatan penduduk di Kabupaten Barru 
 
No 
Kecamatan Luas Wilayah 
(km2) 
Jumlahpendu
duk 
Kepadatan 
(km2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Tanete Riaja 
Pujananting 
Tanete Rilau 
Barru 
Soppeng 
Riaja 
Balusu 
Mallusetasi 
174,29 
314,26 
79,17 
199,32 
78,9 
112,2 
216,58 
21.562 
12.565 
33.108 
35.477 
17.885 
17.534 
24.854 
123,71 
39,98 
418,19 
177,99 
226,68 
156,27 
114,76 
Total 1.175 162.985 138,74 
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka 2011 
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Tabel 4.3 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Barru 
TAHUN 2012 2011 2010 2009 2008 
Jumlah Pria (jiwa) 80.734 80.391 79.590 77.891 75.371 
Jumlah Wanita (jiwa) 87.300 87.262 86.393 85.094 86.361 
Total (jiwa) 168.034 167.653 165.983 162.985 161.732 
Pertumbuhan 
Penduduk (%)  
1 - - 1 - 
Kepadatan Penduduk 
(jiwa/Km²)  
143 - - 139 - 
Sumber Data:  Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 Badan Pusat Statistik 
Provinsi Sulawesi Selatan 
4.8  Visi Dan Misi Kabupaten Barru 
VISI  
"TERWUJUDNYA KABUPATEN BARRU LEBIH MAJU, SEJAHTERA, 
TAAT AZAS DAN BERMARTABAT YANG BERNAFASKAN 
KEAGAMAAN" 
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Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama 
tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut : 
1. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru 
menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang 
meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek 
huruf dan daya beli masyarakat. 
2. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh 
masyarakat Barru. 
3. Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang 
dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-
istiadat serta kearifan lokal dalam rangka terpeliharanya kebersamaan 
antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya 
keberlanjutan pembangunan. 
4. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru 
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing 
dan kemandirian daerah. 
5. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.   
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MISI 
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka 
menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: 
Meningkatkan kualitas manusia Optimalisasi pemanfaatan 
sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Menciptakan 
lingkungan yang kondusif Mengembangkan interkoneksitas wilayah. 
Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih Berdasarkan visi dan 
misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang 
akan dicapai sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas manusia 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 
Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia 
dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah Menurunnya 
angka buta huruf secara signifikan Meningkatnya kualitas guru Meningkatnya 
sarana prasarana Meningkatnya proses belajar mengajar Meningkatnya 
luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA Meningkatnya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan pendidikan Meningkatnya PHBS masyarakat serta 
terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan Meningkatnya 
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efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit Meningkatnya 
status gizi masyarakat Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu 
hamil/melahirkan Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, 
tekhnologi, obat-obatan, dokter dan paramedis Terpenuhinya kebutuhan 
sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi kesehatan dan tenaga kesehatan 
sesuai bidangnya Terkendalikannya pertumbuhan penduduk  Meningkatnya 
kemampuan tangkal atas penyakit menular dan penyakit tertentu seperti 
HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat 
pemanasan global 
2. Tercapainya Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial Masyarakat 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : Berkurangnya jumlah 
penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin 
Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang antara sektor 
primer, sekunder dan tersier Terciptanya jaringan kerjasama dengan 
lembaga mitra lainnya Meningkatnya produksi dan produktivitas yang 
semakin berkualitas Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi 
dengan intensifikasi tanaman pangan Meningkatnya produksi ternak unggas 
Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya Meningkatnya 
sarana prasarana penangkapan Meningkatnya produksi dan penyerapan 
tenaga kerja industri, UMKM Optimalnya eksploitasi sumber-sumber 
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pertambangan bernilai ekonomis tinggi Meningkatnya kelestarian ekologi dan 
sumber daya alam Tertanganinya jumlah penyandang masalah 
kesejahteraan sosial Berkembangnya kegiatan kepemudaan Berkembangnya 
kegiatan keolahragaan Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah 
Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli Berkembangnya 
destinasi dan event wisata Berkembangnya partisipasi perempuan pada 
lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan 
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 
Berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat 
3. Terpeliharanya dan Semakin Meningkatnya Kebersamaan Antar 
Berbagai Unsur Dalam Tatanan Daerah 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : Berkembang dan 
terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu serta kepatuhan kepada 
norma kebersamaan Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan 
pengetahuan lokal asli Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas 
desa/kelurahan Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada 
masyarakat dan pelaku politik 
 
69 
 
 
4. Terjaminnya Kelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Sumber Daya 
Alam 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Terlestarikannya sumber 
daya alam Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik Terciptanya sistem 
penanganan bencana yang tanggap, efektif dan efisien Terciptanya kesiapan 
dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim terhadap produksi 
pertanian, ketahanan pangan, gangguan kesehatan dan keragaman hayati 
Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, golongan, 
lapisan dan pemangku kepentingan Semakin harmonisnya kehidupan sosial 
dan tingginya kepatuhan kepada hukum Terwujudnya kesadaran dan 
penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia 
5. Meningkatnya Daya Saing Daerah 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Terpenuhinya kebutuhan 
jalan-jembatan dan pelabuhan bagi angkutan dan perlintasan orang/barang 
Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat Terpenuhinya fasilitas 
yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian 
serta kemajuan/kemandirian wilayah Terpeliharanya keseimbangan antara 
kawasan lindung dengan kawasan budidaya Berkembangnya wilayah 
perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan kawasan strategis Tertanganinya 
wilayah banjir dan wilayah kekeringan Berkembangnya keadaan kondusif 
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bagi penanaman modal dalam negeri dan asing Berkembangnya jaringan 
kerjasama antar daerah  
6. Semakin Fungsionalnya Nilai dan Ajaran Agama Dalam Etos dan 
Budaya Kerja Dalam Tatanan Pemerintah dan Sosial Kemasyarakat 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Semakin tingginya kualitas 
penghayatan dan pengamalan ajaran agama. 
7. Terwujudnya Pelayanan Umum yang Efektif dan Efisien dan 
Memuaskan Masyarakat 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: Tercapainya efektifitas dan 
efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan 
partisipatif Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan 
pengawasan DPRD Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, 
pemerintahan dan pembangunan Tercapainya kapasitas yang bersesuaian 
dengan tuntutan perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling 
memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat Meningkatnya 
tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 
Terciptanya pelayanan publik yang prima Terciptanya pengelolaan 
kependudukan dan catatan sipil yang tertib Berkembangnya sistem 
pelayanan yang menjamin efektifitas, efisiensi dan kepuasan pelanggan 
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Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif 
Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur. 
4.9 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman     
Modal Kabupaten barru 
Pelayanan publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh wilayah 
Indonesia.sejalan dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah. Undang–undang tersebut didalamnya 
memberikan kesempatan yang seluas–luasnya kepada daerah untuk 
mengatur dirinya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Fenomena tersebut merupakan momentum bagi Pemerintah Daerah 
untuk melakukan perubahan – perubahan perbaikan. Perubahan yang 
mengharuskan setiap lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai 
penyesuaian yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan 
yang baik. Termasuk didalamnya berbagai bidang pelayanan publik yang 
sebelumnya dianggap belum memenuhi hajat kebutuhan masyarakat. 
Undang – undang tersebut,memberikan peluang kepada pemerintah untuk 
lebih mendekatkan diri kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan 
dan keputusan yang bersifat lokal , efektif dan efisien. Sekaligus sebagai 
jembatan dalam memperbaiki pelayanan publik yang pada saat ini banyak 
dikeluhkan masyarakat dan memperoleh sorotan tajam dari berbagai pihak 
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atas pelayanan publik yang dirasakan berbelit – belit dan mempersulit 
masyarakat.Peraturan ini ditanggapi dengan positif oleh Pemerintah 
Kabupaten Barru dengan membentuk lembaga baru sesuai Perda Kabupaten 
Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja 
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah Kabupaten Barru. Salah satu yang dibentuk adalah : “Kantor 
Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal”. 
4.9.1  Maksud Dan Tujuan Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman   
Modal  
1. Agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk melakukan 
pengajuan permohonan   perizinan dan Penanaman Modal dengan 
pemprosesan yang  
2. terintegrasi dan terpusat di satu tempat pelayanan.  
3. Kesederhanaan prosedur perizinan Penanaman Modal dan terhindar 
dari prosedur birokrasi yang berbelit.  
4. Pemangkasan waktu dan biaya proses penyelesaian perizinan, dan  
5. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada 
masyarakat  
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4.9.2  Branding Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal  
           “MASIGA” : Ramah, Pasti dan Gampang  
A. Ramah  
Ramah berarti baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata 
dan sikapnya. Pelayanan yang ramah merupakan impian dari seluruh 
masyarakat / pelaku usaha selama ini, dimana citra pelayan publik yang 
selalu terkesan buruk di mata masyarakat akan diubah oleh KP3M dengan 
mengangkat slogan ini. Pemberian pelayanan yang ramah tentu akan 
memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat yang dilayani. Hal ini juga 
sejalan dengan Azas Pelayanan publik yang diharapkan memberikan 
pelayanan publik tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, gender 
dan status ekonomi serta Prinsip Pelayanan Publik yaitu : kedisplinan, 
kesopanan dan keramahan. 
B. Pasti  
Pasti berarti sudah tetap, tidak boleh tidak, tentu atau mesti. Kepastian 
akan persyaratan administratif, persyaratan teknis, waktu, biaya, pejabat 
yang berwenang / bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan 
penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan salah satu dari Prinsip 
Pelayanan Publik yaitu Kejelasan dan Kepastian Waktu.  
C. Gampang  
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Gampang biasa juga diartikan Mudah, tidak sukar yaitu pemberian 
kemudahan terhadap Akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang 
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat. Mudah disini juga mengandung 
arti kesederhanaan, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan dan mudah 
dipahami. 
4.9.3  Maklumat Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal 
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal No. 10 Tahun 2012 : Kami Kepala dan Staf KP3M dengan 
ini menyatakan :  
1. Ikhlas Bekerja  
2. Simpatik Melayani  
3. Memberikan Pelayanan Dengan Ramah, Pasti Dan Mudah  
4. Komitmen Terhadap Standar Pelayanan Dan Standar Operasional 
Prosedur  
4.9.4  Struktur Kepegawaian 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, 
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 
sebagai Berikut : 
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Gambar   4.1 
STRUKTUR  INTERN KP3M KABUPATEN BARRU 
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4.9.5 Personil Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal 
Dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok Kantor Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman Modal sebagai salah satu instansi pelayanan publik, KP3M 
dibantu oleh Sumber Daya Manusia yang meliputi : 10 (Sepuluh) Pegawai 
Negeri Sipil, 3 (Tiga) Calon Pegawai Negeri Sipil , 14 (Empat Belas) Tenaga 
Tim Teknis dan Beberapa Tenaga Kontrak yang diperbantukan sebagai 
tenaga pendukung Jumlah dan Susunan Kepegawaian KP3M tersaji pada 
tabel berikut : 
Tabel  4.4 
Data Pegawai Menurut Pendidikan dan Golongan 
Pendidikan Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah 
SLTA 1 - - - 1 
D III - 2 1 - 3 
STRATA I - 2 6 - 8 
STRATA II - - - 1 1 
JUMLAH 1 4 7 1 13 
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4.9.6 PROGRAM KERJA   
Untuk Mewujudkan Misi KP3M secara garis besar Kantor Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal telah menjabarkan dalam Garis Besar 
Program Kerja, yaitu :  
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Penanaman Modal  
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia  
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan  
4. Pemberian Kemudahan investasi melalui perbaikan regulasi investasi  
5. Promosi Investasi  
6. Pelayanan Keliling / Mobile ke daerah terpencil dan di setiap desa / 
Kelurahan  
7. Sosialisasi Perizinan melalui kunjungan (on the Spot) Ke setiap 
Kecamatan, Informasi Media Cetak, Audio dll.  
4.9.7 TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Tugas Pokok : 
Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan 
administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal secara terpadu 
dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan 
kepastian serta memberikan dukungan kepada Kepala Daerah dalam 
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menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pelayanan 
Perijinan dan Penanaman modal.  
Fungsi :  
A. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;  
B. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;  
C. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;  
D. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;  
E. Pelaksanaan penyusunan program di bidang pelayanan perizinan dan 
Penanaman Modal;  
F. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;  
G. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang penanaman modal;  
H. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;  
I. Pelaksanaan urusan tata usaha kantor;  
J. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
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4.9.8 Jenis Layanan 
Tabel  4.5 
Jenis dan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan Retribusi dan Non 
Retribusi 
NO JENIS PERIZINAN WAKTU 
01. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5 (Lima) hari Kerja 
02. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 (Tiga) hari Kerja 
03. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 (Tiga) hari Kerja 
04 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 5 (Lima) hari Kerja 
05. Izin Gangguan (HO) 5 (Lima) hari Kerja 
06. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
14 (Empat Belas) hari 
Kerja 
07. Izin Penyelenggaraan Reklame 5 (Lima) hari Kerja 
08. Izin Trayek 5 (Lima) hari Kerja 
09. Izin Usaha Perikanan 5 (Lima) hari Kerja 
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4.9.9   Standar Operasional Prosedur 
4.9.9.1 Prosedur Pelayanan  
1. pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala 
KP3M dengan mengisi formulir yang telah disiapkan KP3M dengan 
melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan kebutuhan 
pengurusan izin.  
2. Front Office melakukan penelitian berkas atau persyaratan 
administrasi pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. apabila telah memenuhi persyaratan, maka petugas Front 
Office akan meneruskan berkas permohonan perizinan ke 
bagian pemrosesan dan pemohon menerima Tanda Terima 
Permohonan Izin. b. apabila berkas tidak lengkap, maka 
permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk 
dilengkapi.  
3. Bagian pemrosesan selanjutnya melakukan rapat bersama Tim Teknis 
dan memutuskan apakah permohonan perizinan membutuhkan 
kunjungan lapangan atau tidak.  
4. Untuk permohonan izin yang menurut Tim Teknis tidak memerlukan 
kunjugan lapangan, atau permohonan izin yang disertai dengan 
pengantar lurah/desa, maka :  
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a. selanjutnya Tim Teknis melakukan pemeriksaan berkas yang 
ada, untuk kemudian memutuskan memberikan rekomendasi 
YA atau TIDAK kepada Kepala KP3M selaku Koordinator Tim 
Teknis.  
b. Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan 
dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan 
dari penolakan pemrosesan izin melalui KP3M.  
c. Untuk permohonan izin yang dikabulkan, maka Tim Teknis akan 
melakukan penghitungan besarnya retribusi dan 
menetapkannya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD) yang dilampirkan bersama surat rekomendasi Tim 
Teknis Kepada Kepala KP3M.  
d. Bagian pemrosesan selanjutnya menguhubungi pemohon 
dengan menyampaikan bahwa permohonan izinnya diterima 
berikut informasi mengenai besarnya tarif retribusi.  
e. Pemohon kemudian diminta untuk datang ke KP3M untuk 
mengambil SKRD dengan memperlihatkan Tanda Terima 
Permohonan Izin dan melakukan pembayaran retribusi di loket 
pembayaran atau di Bank yang telah ditunjuk.  
f. Bukti pembayaran SKRD selanjutnya dikembalikan ke KP3M 
melalui petugas Front Office.  
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g. Petugas Front Office kemudian meneruskan bukti pembayaran 
SKRD ke bagian pemrosesan untuk kemudian melakukan 
pencetakan izin.  
h. Surat Izin yang telah di cetak di registrasi, kemudian diserahkan 
ke Kepala KP3M untuk ditanda tangani.  
i. Surat Izin yang telah ditanda tangani selanjutnya diarsipkan, 
dan dikembalikan ke Front Office melalui petugas penyerahan 
perizinan untuk kemudian diserahkan ke pemohon.  
j. Pemohon kemudian menerima berkas perizinannya dan 
mengisi buku penyerahan izin.  
5. Untuk permohonan izin yang membutuhkan kunjungan lapangan, 
maka :  
a. Tim Teknis yang terkait akan melakukan peninjauan lapangan 
dengan memperhatikan syarat – syarat teknis sesuai dengan 
izin yang akan diberikan.  
b. Hasil pelaksanaan peninjauan lapangan dituangkan dalam 
Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) yang merupakan 
salah satu lampiran rekomendasi Tim Teknis.  
c. Tim Teknis mengeluarkan Rekomendasi mengenai terpenuhi 
atau tidaknya syarat teknis izin yang dimohon.  
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d. Pada saat kunjungan lapangan, Tim Teknis tidak diwajibkan 
untuk bertemu dengan pemohon izin.  
e. Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan 
dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan 
dari penolakan pemrosesan izin melalui Kantor Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal.  
f. Untuk permohonan izin yang dikabulkan, maka Tim Teknis akan 
melakukan penghitungan besarnya retribusi dan 
menetapkannya dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah 
(SKRD) yang dilampirkan bersama surat rekomendasi Tim 
Teknis Kepada Kepala KP3M.  
g. Bagian pemrosesan selanjutnya menghubungi pemohon 
dengan menyampaikan bahwa permohonan izinnya diterima 
berikut informasi mengenai besarnya tarif retribusi.  
h. Pemohon kemudian diminta untuk datang ke KP3M untuk 
mengambil SKRD dengan memperlihatkan Tanda Terima 
Permohonan Izin dan melakukan pembayaran retribusi di loket 
pembayaran atau di Bank yang telah ditunjuk.  
i. Bukti pembayaran SKRD selanjutnya dikembalikan ke KP3M 
melalui petugas Front Office.  
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j. Petugas Front Office kemudian meneruskan bukti pembayaran 
SKRD ke bagian pemrosesan untuk kemudian melakukan 
pencetakan izin.  
k. Surat Izin yang telah di cetak di registrasi, kemudian diserahkan 
ke Kepala KP3M untuk ditanda tangani.  
l. Surat Izin yang telah ditanda tangani selanjutnya diarsipkan, 
dan dikembalikan ke Front Office melalui petugas penyerahan 
perizinan untuk kemudian diserahkan ke pemohon.  
m. Pemohon kemudian menerima berkas perizinannya dan 
mengisi buku penyerahan izin.  
6. Untuk Jenis Izin yang Tidak dikenakan Retribusi sesuai dengan Perda 
Perizinan Non Retribusi maka pemohon yang diterima permohonannya 
tidak melalui proses pengambilan dan pembayaran SKRD, tetapi 
dapat langsung mengambil Izin yang telah dicetak melalui petugas 
penyerahan Perizinan.  
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Gambar 4.2 
Alur Pelayanan Perizinan Umum 
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4.9.10  JENIS, SYARAT & BIAYA PERIZINAN  
A. SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Non Retribusi, Syarat Permohonan :  
a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) = 1 lbr;  
b. Foto Copy Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
sebanyak 1 (satu) Lembar;  
c. Pas Photo Warna Ukuran 3 x 4 cm = 1 lbr;  
d. Akta Pendirian Usaha, bagi Koperasi, CV dan lain-lain yang 
memerlukan;  
e. Izin Gangguan /HO, bagi usaha yang memerlukan;  
f. Surat Keterangan Usaha dari Lurah / Desa; dan  
g. Tanda Bukti Pelunasan Pajak Reklame.  
BIAYA = GRATIS (FREE)  
B. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Non Retribusi, Syarat Permohonan:  
a. Foto Copy KTP 2 (dua) Lembar;  
b. Foto Copy Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), bagi usaha 
yang memerlukan;  
c. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;  
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d. Pas Photo Warna Ukuran 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar;  
e. Materai 6.000 2 (dua) lembar; dan  
f. Surat Keterangan Usaha dari Desa / Lurah.  
BIAYA = GRATIS (FREE) 
C. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Non Retribusi, Syarat Permohonan:  
a. Foto Copy KTP 2 (dua) Lembar;  
b. Foto Copy Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO), bagi usaha 
yang memerlukan;  
c. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha;  
d. Pas Photo Warna Ukuran 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar;  
e. Materai 6.000 2 (dua) lembar; dan  
BIAYA = GRATIS (FREE)  
D. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Non Retribusi, Syarat Permohonan:  
a. Rekaman Sertifikasi Badan Usaha LPJK Prop. Asli  
b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk  
c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) asli  
d. Nomor Induk Wajib Pajak  
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e. Akte Pendirian Perusahaan Asli  
f. Tanda Daftar Perusahaan  
g. Daftar Tenaga Teknik (Daftar Tenaga Teknik Ahli)  
h. Daftar Tenaga Administrasi  
i. Daftar Peralatan  
j. IUJK Lama (Asli) – Untuk Perpanjangan IUJK  
BIAYA = GRATIS (FREE) 
E. IZIN GANGGUAN / HO  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu, Syarat Permohonan:  
a. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bukti telah 
mengajukan permohonan IMB;  
b. Gambar Situasi Tempat Usaha atau Tempat Usaha Yang 
direncanakan;  
c. Foto copy KTP, Bukti Pelunasan PBB dan Bangunan Tahun 
berjalan, Bukti pelunasan Pajak Reklame;  
d. Pas Photo Ukuran 3 x 4 CM = 4 (empat) Lembar;  
e. Daftar Peralatan yang telah / akan digunakan;  
f. Data Getaran Mesin;  
g. Analisa Dampak Lingkungan, UKL-UPL dan SPPL; dan  
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h. Surat Keterangan Pernyataan tidak keberatan dari para 
tetangga sekitar lokasi tempat usaha.  
BIAYA : Pengenaan Tarif Berdasarkan Luas Tempat Usaha  : 
a. Luas ≤ 1.000 m2 Rp. 1.000,- / m2  
b. Luas 1.001 m2 sampai dengan 2.000 m2 Rp. 1.110,- / m2 
c. Luas 2.001 m2 sampai dengan 4.000 m2 Rp. 1.200,- / m2  
d. Luas > 4.000 m2 Rp. 1.300,- / m2  
Pengenaan Tarif diatas dihitung dengan Indeks Gangguan: 
a. Kawasan industri dengan indeks = 1  
b. Kawasan pariwisata dengan indeks = 2 
c. Kawasan perdagangan dan pertanian dengan indeks = 3  
d. Kawasan pendidikan dan perkantoran dengan indeks = 4  
e. Kawasan perumahan dan pemukiman dengan indeks = 5 
F.  IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan, Syarat Permohonan:  
a. Surat Pernyataan Pemohon;  
b. Surat Keterangan Tanah;  
c. Surat Keluasan Tanah;  
d. Surat Persetujuan Tetangga;  
e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);  
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f. Asli dan Foto Copy STTS Pajak Bumi Bangunan;  
g. FC Bukti Kepemilikan Tanah / Sertifikat / Akte;  
h. Gambar Perencanaan Bangunan; dan  
i. RAB bagi bangunan khusus dan direnovasi atau direhabilitasi 
Berat atau Rehabilitasi Ringan.  
BIAYA :  
a. Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan dinilai 
dengan menggunakan rumus yang didasarkan atas factor luas 
tanah bangunan dan rencana penggunaan bangunan.  
b. Faktor–faktor sebagaimana dimaksud pada point a diberikan 
bobot (koefisien).  
c. Besarnya koefesien sebagaimana dimaksud pada point b 
ditetapkan sebagai berikut  
Tabel 4.6 
Koefisien Luas Bangunan 
No. Luas M2 Bangunan Koefisien 
1. 1,- s.d. 100,- 1,00 
2. 100,- s.d. 500,- 0,90 
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3. 500,- s.d. 1.000,- 0,80 
4. 1.000,- Ke atas 0,70 
 
d. Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien – 
koefisien sebagaimana dimaksud pada point c Nomor 1 s/d 4.  
e. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan 2% (dua 
persen) dari nilai bangunan per meter bujur sangkar (M2) 
sesuai golongan bangunan.  
f. Golongan bangunan sebagaimana dimaksud pada point e 
adalah sebagai berikut :  
1. Bangunan Industri, Gedung, bengkel, workshop, kios, pasar / mall :  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Permanen Rp. 625.000 /M2 x 2% = Rp 12.500 
/M2  
c. Nilai Bangunan semi Permanen Rp. 450.000 /M2 x 2 % = Rp. 
9.000/M2  
d. Nilai Bangunan Non Permanen Rp. 425.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.500 /M2  
2. Bangunan Perkantoran / Bank / Pertokoan / Tempat Usaha :  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
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b. Nilai Bangunan Permanen Rp. 600.000 /M2 x 2% = Rp 12.000 
/M2  
c. Nilai Bangunan semi Permanen Rp. 425.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.500 /M2  
d. Nilai Bangunan Non Permanen Rp. 400.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.000/M2  
3. Bangunan Rumah Tinggal :  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Permanen Rp. 500.000 /M2 x 2% = Rp 10.000 
/M2  
c. Nilai Bangunan semi Permanen Rp. 425.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.500 /M2  
d. Nilai Bangunan Non Permanen Rp. 400.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.000 /M2  
4. Bangunan hotel, restoran, Showroom, Bisokop, Plaza:  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Permanen Rp. 600.000 /M2 x 2% = Rp. 12.000 
/M2  
c. Nilai Bangunan semi Permanen Rp. 425.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.500 /M2  
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d. Nilai Bangunan Non Permanen Rp. 400.000 /M2 x 2 %= Rp. 
8.000 /M2  
5. Bangunan Pondokan, Wisma, Losmen dan bangunan serba guna :  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Permanen Rp. 550.000 /M2 x 2% = Rp. 11.000 
/M2  
c. Nilai Bangunan semi Permanen Rp. 500.000 /M2 x 2 % = Rp. 
10.000 /M2  
d. Nilai Bangunan Non Permanen Rp. 475.000 /M2 x 2 % = Rp. 
9.500/M2  
6. Bangunan Rumah Sakit, Sekolah, Perpustakaan, museum dan 
Laboratorium:  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Permanen Rp. 525.000 /M2 x 2% = Rp. 10.500 
/M2  
c. Nilai Bangunan semi Permanen Rp. 475.000 /M2 x 2 % = Rp. 
9.500/M2  
d. Nilai Bangunan Non Permanen Rp. 425.000 /M2 x 2 % = Rp. 
8.500/M2  
7. Bangunan Pagar tinggi sampai dengan 1,2 (satu koma dua) meter 
diukur dari permukaan pondasi pagar :  
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a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Pagar Besi Rp. 375.000 /M2 x 2% = Rp 7.500 
/M2  
c. Nilai Bangunan Pagar Tembok Rp. 300.000 /M2 x 2 % = Rp. 
6.000/M2  
d. Nilai Bangunan Pagar Kayu Rp. 275.000 /M2 x 2 % = Rp. 5.500 
/M2  
8. Bangunan Pagar tinggi Lebih dari 1,2 (satu koma dua) meter diukur 
dari permukaan pondasi pagar :  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Pagar Besi Rp. 450.000 /M2 x 2% = Rp. 9.000 
/M2  
c. Nilai Bangunan Pagar Tembok Rp.400.000 /M2 x 2% = Rp. 
8.000/M2  
d. Nilai Bangunan Pagar Kayu Rp. 375.000 /M2 x 2 % = Rp. 
7.500/M2  
9. Bagunan Hitchery :  
a. Biaya Administrasi = Rp. 120.000 /IMB  
b. Nilai Bangunan Bak Tertutup Rp. 400.000 /M2 x 2% = Rp. 8.000 
/M2  
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c. Nilai Bangunan Bak Terbuka Rp. 275.000 /M2 x 2 % = Rp. 
5.500/M2  
10. Bangunan Balkon, teras, serambi, selasar, lantai jemuran, nilai 
bangunannya adalah setengah (1/2) dikalikan luas dari tarif dasar 
induk bangunan.  
g. Tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan 
dengan konstruksi khusus , meliputi : Tower tinggi lebih dari 27 
(dua puluh tujuh) meter, Menara Air, Kolam Renang, Pertamina 
/SPBU, Dermaga/Pelabuhan dan Bangunan pelengkap lainnya, 
kilang minyak, dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya 
(RAB) konstruksi pelaksanaan bangunan dikalikan dua persen 
(2%) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 120.000,-  
h. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan 
yang direnovasi atau direhabilitasi berat atau direhabilitasi 
ringan dihitung berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
konstruksi pelaksanaan bangunan dikalikan nol koma enam 
puluh (0,60%) ditambah biaya administrasi sebesar Rp. 
120.000,-  
i. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan 
permanen kelas II (dua) yang konstruksi utamanya terdiri atas 
sloof trastraam pasangan batu bata, tidak menggunakan kolom 
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beton, ringbalk, rangka plafond, kuda-kuda/gording 
menggunakan kayu local atau sejenisnya dan umur bangunan 
dinyatakan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan tarif ditetapkan 
75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai bangunan permanen 
per meter bujur sangkar (M2) X 2 % (dua persen).  
j. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan 
semi permanen kelas II (dua) yang konstruksi utamanya terdiri 
atas sloof trastraam pasangan batu bata, kolom / tiang, ringbalk 
menggunakan kayu kelas II (dua), dinding pasangan batu bata 
setinggi kurang lebih 1,2 (satu koma dua) meter keliling, 
selebihnya diatas pasangan batu bata menggunakan dinding 
seng atau papan kelas II (dua) dan umur bangunan dinyatakan 
paling lama 8 (delapan) tahun. Tarif ditetapkan 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari nilai bangunan semi permanen per 
meter bujur sangkar (M2) x 2 % (dua persen).  
k. Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan 
non permanen kelas II (dua) yang konstruksi utamanya terdiri 
atas tiang, balok lantai (tunebba), lantai dan dinding yaitu kayu 
jati local atau sejenis kayu kelas II (dua), Tarif ditetapkan 75% 
(tujuh puluh lima persen) dari nilai bangunan non permanen per 
meter bujur sangkar (M2) x 2 % (dua persen).  
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l. Biaya administrasi sebagaimana dimaksud diuraikan sebagai 
berikut :  
1. Biaya pendaftaran .............................................................. = Rp. 5.000,-  
2. Biaya pemeriksaan desain konstruksi / gambar rencana .....  
    Bangunan........................................................................... = Rp. 50.000,-  
3. Biaya Pengawasan selama pelaksanaan Bangunan ........... = Rp. 20.000,-  
4. Biaya pengukuran/penelitian peruntukan lokasi ................... = Rp. 15.000,-  
5. Biaya gambar peta situasi, gambar letak bangunan  
Penggandaan gambar  dan kelengkapan dan kelengkapannya…..............   
.............................................................................................. = Rp. 10.000,-  
6. Biaya pembuatan plat IMB .................................................... = Rp 20.000,-  
Jumlah ................................................................................. = Rp. 120.000, 
G. IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Non Retribusi, Syarat Permohonan:  
a. Foto Copy KTP  
b. Gambar Desain Reklame  
c. Denah (Gambar) Lokasi  
d. NPWP  
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     BIAYA = GRATIS (FREE)  
H. IZIN TRAYEK  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu, Syarat Permohonan:  
a. Foto Copy STNK  
b. Foto Copy SIM  
c. Foto Copy KTP  
d. Foto Copy Buku KIR 
    BIAYA :  
Struktur dan Besar tarif retribusi izin trayek :  
a. mobil penumpang dengan kapasitas 8 orang Rp.50.000/tahun 
b. mobil penumpang dgn kapasitas 9 sampai 15 orang sebesar 
Rp.55.000/tahun  
c. mobil penumpang dengan kapasitas 16 sampai 25 orang 
sebesar Rp.60.000/tahun  
d. mobil penumpang dengan kapasitas lebih dari 26 orang 
sebesar Rp.65.000/tahun  
I. IZIN USAHA PERIKANAN  
Sesuai Perda Kab. Barru No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu, Syarat Permohonan:  
a. Foto Copy KTP domisili Kab. Barru  
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b. Rekomendasi dari Dinas Perikanan  
c. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan / Desa  
d. Pas Kecil Dari Dishub  
    BIAYA :  
Struktur dan Besarnya Tarif retribusi ditetapkan :  
1. Kegiatan Penangkapan Ikan :  
a. Menggunakan kapal dengan ukuran 5 GT (Gross Tonage) sampai 10 
GT (Gross Tonage) serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga 
kerja asing sebesar Rp. 75.000,-/ tahun.  
b. Pemasangan dan Penggunaan Rumpon Rp. 50.000,-/unit/tahun 
c. Bagan Tancap Rp. 50.000,-/unit/tahun 
d. Sero/Belle Tahun Rp. 50.000,-/unit/tahun  
2. Kegiatan Pembudidayaan Ikan :  
1. Pembudidayaan ikan air tawar di kolam air tenang : 
a. Kolam pembesaran > 20.000 m2 Rp. 50.000,-/tahun  
b.  Kolam pembenihan > 7.500m2 Rp. 50.000,-/tahun 
c.  Keramba jaring apung di atas 4 unit (1 unit = 7 x 7 x 2.5 m3) 
Rp.25.000,-/tahun  
d. Keramba diatas 50 unit(1 unit = 4 x 2 x 1.5 m3) Rp.25.000,-/tahun  
2. Pembudidayaan ikan air payau : 
a. Pembesaran diatas dari 50.000 m2/5 ha Rp. 75.000, -/tahun  
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b. Pembenihan diatas dari 5.000 m2 Rp. 75.000,-/tahun  
3. Pembudidayaan ikan di laut : 
a. Rumput laut dengan menggunakan metode :  
1.  Lepas dasar lebih dari 8 (delapan) unit =(1 unit berukuran 100 x 5 
m2). Rp. 50.000,-/tahun  
2. Rakit apung lebih dari 20 (dua puluh) unit (1 unit = 20 rakit,1 rakit 
berukuran 5 x 2.5 m2) Rp. 20.000,-/tahun  
b. keramba jaring apung (5 mm) di atas 60 unit (1 unit = ukuran 1 x 1 x 1 
m3)= Rp.50.000,-/tahun 
4.10  Penerapan Kebijakan  Pelayanann Izin Mendirikan Bangunan   
Gratis Terhadap Masyarakat Miskin Di Kabupaten Barru 
Hakikat pemerintahan adalah pelayanan kepada rakyat dan ia 
bukan untuk  melayani  diri sendiri  namun  memberikan  pelayanan  
kepada  rakyat. Publik  services  oleh  birokrasi  adalah  salah  satu  
perwujudan  dari  fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Setelah era 
reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada rakyat 
mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan 
didalam masyarakat itu sendiri. 
Pemerintah   menyadari   betul   bahwa   masyarakat   saat  ini  
sangat membutuhkan pelayanan publik yang baik guna memenuhi 
kebutuhan yang terus berkembang.  Ini tampak dari lahirnya Instruksi 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendorong sejumlah 
Pemerintah Daerah membangun Pusat Pelayanan Perizinan Satu Pintu 
yang kemudian disebut UPT (Unit Pelayanan Terpadu). Demikian juga 
dengan pemerintah di Daerah Kabupaten Barru sangat menyadari tentang 
kebutuhan akan pelayanan publik yang baik terkhusus dibidang perizinan. 
Kewajiban memberikan pelayanan   yang   baik,  prima  sesuai   dengan  
azas,   prinsip  dan  tujuan pelayanan yang baik kepada publik untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat khusus tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB). Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Barru melalui Surat 
Keputusan  Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
pemberian keringanan,pengurangan pembebasan dan penghapusan retribusi 
daerah Kabupaten Barru. 
 Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Barru dalam memberikan 
pelayanan pada masyarakat miskin cukup besar. Beberapa kebijakan salah 
satunya layanan IMB Gratis bagi masyarakat miskin. Adapun Prosedur 
pelayanan IMB bagi masyarakat miskin berdasarkan  Surat Keputusan  
Bupati Barru Nomor 56 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemberian 
keringanan,pengurangan pembebasan dan penghapusan retribusi daerah 
Kabupaten Barru.(Berita Daerah Kabaupaten Barru Tahun 2012 Nomor 114) 
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1. Masyarakat cukup datang ke kantor desa mengambil formulir  atau 
formulir dapat diakses di website KP3M 
2. Formulir yang telah diisi bersama bukti kepemilikan lahan dan berkas 
pendukung lainnya diserahkan kembali pada pemerintah setempat. 
3. Verifikasi berkas dilakukan pemerintah desa untuk memastikan 
pemohon merupakan orang yang terdaftar sebagai keluarga miskin. 
Termasuk memeriksa status hak milik lahan tempat berdirinya 
bangunan. 
4. Setalah dianggap rampung dan memenuhi syarat, pemohon cukup 
menunggu di rumah  karena berkas yang ada di kantor desa akan 
dijemput oleh tim jemput bola dari KP3M 
5. Selanjutnya tim KP3M akan menyerahkan ke bagian teknis untuk 
diproses. 
6. Hasil penilaian tim teknis di lapangan sangat menentukan diterima 
atau ditolaknya permohonan. 
7. Berkas yang memenuhi syarat akan di kembalikan ke KP3M kemudian 
dimasukkan pada bagian percetakan 
8. surat IMB yang telah dicetak dapat ditandatangani Kepala 
KP3M,kepala tata usaha atau kepala seksi. 
9. Tim jemput bola KP3M mengantarkan kembali surat IMB yang sudah 
selesai langsung kepada penerima manfaat. 
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         Program ini diinisiasi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
Modal (KP3M) Barru. Sasaran penerima manfaat program tersebut khusus 
masyarakat miskin. Tujuannya, memberikan kemudahan bagi mereka yang 
telah mendirikan bangunan tapi belum memiliki IMB.Berkas yang telah 
dilengkapi pemohon akan diverifikasi oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan 
untuk memastikan pemohon merupakan orang yang terdaftar sebagai 
masyarakat miskin dan status atas hak milik tanah sendiri.  
Stigma  bahwa  Pengurusan  Izin  Mendirikan Bangunan (IMB)  
membutuhkan waktu dan proses yang panjang,disebabkan mengurus 
administrasi harus mengikuti alur birokrasi.padahal pemerintah daerah 
seharusnya melayani masyarakat secara optimal dengan cara mudah dan murah, 
namun kondisi tersebut tidak terjadi di Kabupaten  Barru .Pemerintah di bawah  
koordinasi  Kantor Pelayanan Perizinan dan  Penanaman  Modal membuat 
kebijakan Izin mendirikan Banguan (IMB)  gratis bagi masyarakar khususnya 
masyarakat tergolong miskin.  
Dimulai  sejak tahun 2012 program Izin mendirikan Bangunan gratis 
melibatkan berbagai sektor  beberapa Sektor Satuan Kerja daerah (SKPD) yang  
terlibat diantaranya  BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kantor lingkungan 
Hidup dan beberapa dinas terkait. upaya program Izin Mendirikan Bangunan 
gratis agar berjalan tetap optimal,  jaminan  berkelanjutan  sudah  biasa  
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dipastikan,dan  menjadi komitmen  pemerintah. Bahkan selama  tiga  tahun 
berturut turut  pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan daerah(APBD). 
Seperti yang dipaparkan oleh ibu Sarmiati selaku Kasubag Tata 
Usaha: 
“Selama tiga tahun berturut-turut pemerintah menyiapkan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana tersebut 
hanya digunakan untuk biaya operasional tim teknis dan ongkos 
percetakan surat IMB, Dimulai sejak tahun 2012 sampai tahun 
2014,pada awal program dijalankan kami hanya menargetkan 
sebanyak 95 calon penerima manfaat, namun yang mengajukan 
permohonan sebanyak 150 orang.Apalagi prosesnya pun 
dipermudah, masyarakat cukup datang ke kantor desa mengambil 
formulir atau mengakses di website KP3M.”(Wawancara pada 
tanggal 5 maret 2015) 
 
Dalam pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan bagi 
masyarakat miskin semestinya tidak ada pembatasan jumlah penerima IMB 
gratis ketika jumlah masyarakat yang layak menerima IMB gratis mengajukan 
permohonan IMB. 
Pelakasaan  Pelayanan  Izin  Mendirikan  Bangunan  adalah 
penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  dimulai  dari  tahap permohonan 
sampai tahap terbitnya dokumen di kantor pelayanan perizinan dan 
Penanaman Modal (KP3M) Kabupaten Barru.  
Mekanisme pelayanan perizinanan saat ini yang diterapkan oleh 
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal menurut kepala seksi 
Pelayanan bapak Kaharuddin, menuturkan: 
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“Dengan adanya IMB gratis bagi masyarakat yang tergolong 
miskin,akan dipermudah mekanisme pembuatan IMB mulai 
dari proses pendaftaran hingga penerbitan,sesuai dengan 
kriteria sebagai masyarakat yang tergolong miskin telah masuk 
dalam pendataan Badan Pusat Statistik dan Bappeda,serta 
memenuhi syarat bangunan tidak dijalan poros,luas bangunan 
lima kali sepuluh meter.tim teknis akan langsung mengirim IMB 
tersebut kepada penerima IMB tanpa memengut biaya 
sepeserpun.”(wawancara pada tanggal 7 maret 2015) 
 
Pernyataan  Bapak Kaharuddin sejalan dengan pernyataan salah satu 
masyarakat yang telah mendapatkan IMB gratis Bapak Baharuddin 
penerima IMB gratis pada tahun 2013,mengatakan bahwa:  
“Dalam pendaftaran pembuatan IMB sampai penerbitan tidak 
ada sepeserpun biaya yang saya keluarkan,dan pengurusan 
berkasnya tim teknis yang mengurus sampai mengantarkan IMB 
tersebut mengantarkan langsung kerumah.”(Wawancara  pada 
tanggal 14  maret 2015) 
 
Pernyataan yang dilontarkan oleh bapak Baharuddin sejalan dengan 
pernyataan oleh ibu Iryani yang merupakan penerima IMB gratis pada tahun 
2014,mengatakan bahwa: 
“Pegawai kantor KP3M turun langsung mendatangi rumah 
saya memberikan berkas IMB,saya hanya menunggu 
dirumah tanpa langsung dating dikantor KP3M,tanpa 
membayar biaya sepeserpun.”(wawancara pada tanggal 15 
maret 2015) 
 
Dari hasil pemabaran diatas,bahwa stigma masyarakat tentang 
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan gratis membutuhkan waktu, proses 
yang cukup panjang.alasannya harus melalui alur birokrasi yang cukup 
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panjang.namun Pemerintah dibawah koordinasi kantor KP3M membuat 
kebijakan layanan IMB gratis bagi masyarakat yang tergolong miskin tanpa 
membebankan biaya. 
Adapun daftar nama-nama penerima layanan Izin Menndirikan 
Bangunan gratis bagi masyarakat miskin dimulai sejak tahun 2012 sampai 
dengan tahun  2014,sebagai berikut: 
NAMA-NAMA KK MISKIN PENERIMA IMB GRATIS TAHUN 2012 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
1 
 
MUH. JAFAR 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Battu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
2 
 
JANUDDIN 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
3 
 
MUH. DAUD 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Battu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
4 
 
SAMSUDDIN 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
5 
 
SAHIRUDDIN 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
6 
 
S A R M A N 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
7 
 
M A D D I 
Batu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
 
Battu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
8 
 
ABDUL RAUF 
Batu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Batu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
9 
 
HARIJUDDIN 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Ammerung Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
10 
 
MARLINA 
Doi-Doi Desa Pattappa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
Doi-Doi Desa Pattappa Kec. Pujananting Kab. 
Barru 
 
11 
 
ANWAR S. 
Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
12 
 
A R I F I N 
Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Mangkoso Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
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13 
 
T A U F I K 
Jl. Ali Hanafi Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Ali Hanafi Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
14 
 
ROSMIATI 
Jl. Ladullah Kel. Sumpang Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Ladullah Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
15 
 
LATANGNGA 
Jl. Ali Hanafi Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Ali Hanafi Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
16 
 
SINGARA 
Limpomajang Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
Limpomajang Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
17 
 
BURHANUDDIN RASIAH 
Jl. Muh. Dg. Takku Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Muh. Dg. Takku Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
18 
 
FATMAWATI 
Jl. Ladullah Kel. Sumpang Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Ladullah Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
19 
 
U S M A N 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
20 
 
LA KADE 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
21 
 
R U S D I 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
22 
 
B A S R I 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
23 
 
M. YUNUS 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
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NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
24 
 
I M A U 
Maruala Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Maruala Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
25 
 
JAHARUDDIN 
Maruala Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Maruala Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
26 
 
SUNUSI 
Maruala Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Maruala Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
27 
 
HAERIAH 
Kamp. Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
Kamp. Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
28 
 
RAHMAN 
Kamp. Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
Kamp. Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
29 
 
ITARENRE 
Palanro Utara Kel. Palanro Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Palanro Utara Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
30 
 
RUMADA 
 
Pekkae Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
 
Pekkae Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
 
31 
 
HERMAN KONDA 
Palanro Selatan Kel. Palanro Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Palanro Selatan Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
32 
 
RAHMAN 
Jl. M. Saad Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
Jl. M. Saad Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
33 
 
MUSTAFA 
Doi-Doi Desa Pattappa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
Doi-Doi Desa Pattappa Kec. Pujananting Kab. Barru 
 
34 
 
NUR AISYAH 
Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
35 
 
HALIFA 
Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
36 
 
MUH. JAFAR 
Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
Palanro Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
37 
 
ALIMUDDIN 
Padang Loang Desa Balusu Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
Padang Loang Desa Balusu Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
38 
 
SANAWATI 
Madello Desa Madello Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
Madello Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru 
 
39 
 
MUH. D A F I 
Kamp. Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
Kamp. Baru Kel. Palanro Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
40 
 
JAHARUDDIN 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
41 
 
JUMAENI AHMAD 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
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42 
 
A. ROSWIATI AR 
Jl. H. Daeng Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. H. Daeng Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
43 
 
SAMSIAH 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
44 
 
SUNARTI 
Jl. A.M. Akbar  Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. A.M. Akbar  Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
45 
 
ABD. GAFFAR 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
46 
 
SUARDI TAHIR 
Paciro Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
Paciro Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru 
 
47 
 
BASRI SAID 
Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. 
Barru 
 
Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
48 
 
MUH. ANAS 
Paciro Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
Paciro Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru 
 
49 
 
TAMRIN 
Ujunge Desa Madello Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
Takkalsi Kel. Takkalasi Kec. Balusu Kab. Barru 
 
50 
 
LAHARI 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Wiringtasi Kel. Mangkoso Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
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51 
 
ININDONG 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
52 
 
LABORAHIM 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
53 
 
H A R I S 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
54 
 
ABDUL RASYID 
Jl. Melati Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Jl. Melati Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
55 
 
CONDENG 
Jl. Cakalang Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Cakalang Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru  
56 
 
MUSTARI 
Jl. Titang Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Jl. Titang Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
57 
 
N E T T I 
Jl. Balana Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Balana Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
58 
 
MUDARAH ASAF 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru  
59 
 
KOROSIA 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Anggrek Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru  
60 
 
A M I R 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
61 
 
SURIANI 
Jl. Melati Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
62 
 
LA BAGU 
Jl. H. Lanca Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
63 
 
MARSANI 
Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 Kel. S. 
Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Sultan Hasanuddin No. 23 Kel. S. Binangae 
Kec. Barru Kab. Barru 
 
64 
 
HANAFI DG. MANGUNG 
Jl. Anggrek Maruala Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Anggrek Maruala Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
65 
 
I SUTTA DG. SABBE 
Jl. Pramuka No. 46 Kamara Kel. Tuwung 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka No. 46 Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru 
Kab. Barru 
 
66 
 
SYAMSIDAR 
Jl. Padongko Kel. Mangempang Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Padongko Kel. Mangempang Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
67 
 
NURLAELA 
Aluppange Desa Corawali Kec.Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Aluppange Desa Corawali Kec.Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
68 
 
I RAPPE 
Dusun Barang Desa Tompo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Dusun Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
69 
 
A G U S 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru Kab. 
Barru 
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70 
 
MUH. JABIR RASYID 
Jl. H. Lanca Kessie Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Lanca Kessie Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
71 
 
NURHAYATI 
Jl. Tinumbu No. 108 Padongko Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Tinumbu No. 108 Padongko Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
 
72 
 
MUHAMMAD ASRI L. 
Dusun Batu Lappa Desa Tompo Kec. 
Barru Kab. Barru 
Dusun Batu Lappa Desa Tompo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
73 
 
RASYID UPE 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
74 
 
KADIR M. 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
75 
 
MULIATI 
Jl. Pantai Lembae Kel.Coppo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Pantai Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
76 
 
DG. LINO 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
77 
 
M. TAHA 
 
Coppo Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
Coppo Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
78 
 
KAMRIA 
Jl. Nelayan Lembae Kel.Coppo Kec. Barru 
Kab. Barru 
Jl. Nelayan Lembae Kel.Coppo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
79 
 
HANNA S. 
Jl. Lasawedi Coppo Kel.Coppo Kec. Barru 
Kab. Barru 
Jl. Lasawedi Coppo Kel.Coppo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
80 
 
RAHMAWATI 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
81 
 
SAKARIA T. 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
82 
 
SUNARTI W. 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
83 
 
T A E B E 
Dusun Barang Desa Tompo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Dusun Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
84 
 
HATIJA 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
85 
 
B A S R I 
Kessie RT/RW. 002  Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Kessie RT/RW. 002  Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
86 
 
LAPANAI 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
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87 
 
KASTIA 
Jl. Ali Hanafi Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Ali Hanafi Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
88 
 
SARIYANAH 
Jl. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang  Kec. 
Barru 
Kab. Barru  
89 
 
J A F A R 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
90 
 
HJ. NURCAYA 
Jl. Baronang Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Baronang Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru  
91 
 
SAMSIATI 
Kampung Baru Padongko Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Kampung Baru Padongko Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
92 
 
RIDWANG 
 
Jl. Merdeka Padongko Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
 
Jl. Merdeka Padongko Kel. Mangempang  Kec. 
Barru 
Kab. Barru 
 
93 
 
SAPPE 
Jl. Merdeka Padongko Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Merdeka Padongko Kel. Mangempang  Kec. 
Barru 
Kab. Barru  
94 
 
RIDWAN T. 
Jl. Bambangen Padongko Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Bambangen Padongko Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
95 
 
ASIA 
Jl. Merdeka Gempunge Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Merdeka Gempunge Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
96 
 
MUH. ARIF LAIMA 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
97 
 
NURMALA 
Jl. Baronang Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Baronang Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
98 
 
LA SAKKA MALLEWA 
Jl. Lure Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Jl. Lure Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
99 
 
RUHANI 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
100 
 
NURAENI 
Dusun Barang Desa Tompo Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Dusun Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
101 
 
HASNANI ENDANG 
Jl. Lasawedi Kel.Coppo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Jl. Lasawedi Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
102 
 
HAERANI 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
103 
 
NURDIANA 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. H. Daeng Lawae Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
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104 
 
M. JUFRI 
Jl. Lure Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Jl. Lure Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
105 
 
I TANI 
Jl. Lure Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Jl. Lure Kel. S. Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
 
106 
 
HALIM HADE 
Jl. Cumi-Cumi Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
Jl. Cumi-Cumi Kel. S. Binangae Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
107 
 
S. DG. MACINNONG 
Jl. Bandang Kel. Mangempang  Kec. Barru 
Kab. Barru 
Jl. Bandang Kel. Mangempang  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
108 
 
MUTIARA 
Jl. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang  Kec. 
Barru 
Kab. Barru  
109 
 
KAHAR 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Tompo Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
110 
 
BAHARUDDIN 
Batu Lappa Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Batu Lappa Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
111 
 
SAMAD 
Jl. Perjuangan Abbatunge Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Perjuangan Abbatunge Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
112 
 
NASRULLAH 
Jl. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Tinumbu Padongko Kel. Mangempang  Kec. 
Barru 
Kab. Barru  
113 
 
SALMA ATTAMIMI 
Jl. Bambangan Padongko Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Bambangan Padongko Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
114 
 
ISKANDAR 
Jl. Perjuangan Abbatunge Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Perjuangan Abbatunge Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
115 
 
HALIJA 
Kampung Baru Padongko Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Kampung Baru Padongko Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
116 
 
LAMAKKING 
Jl.Titang Dusun Limpomajang Kel. S. 
Binangae Kec. Barru Kab. Barru 
Jl.Titang Dusun Limpomajang Kel. S. Binangae 
Kec. Barru Kab. Barru 
 
117 
 
IMATANG 
Jl. Perjuangan Abbatunge Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Perjuangan Abbatunge Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
118 
 
SYAMSUDDIN C. 
Jl. Pahlawan No. 30 Kel. Mangempang 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pahlawan No. 30 Kel. Mangempang  Kec. 
Barru 
Kab. Barru  
119 
 
JAHRIAH 
Jl. Nelayan Lembae Kel. Coppo  Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Nelayan Lembae Kel. Coppo  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
120 
 
SYABANG NURASIAH 
Jl. Pahlawan Mangempang Kel. 
Mangempang  Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pahlawan Mangempang Kel. Mangempang  
Kec. Barru Kab. Barru 
 
121 
 
MARIAMA 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Padongko Kel. Mangempang  Kec. Barru Kab. 
Barru 
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122 
 
LAMADONG 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
123 
 
LABELLING 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
124 
 
MUCTAR DG. LIBU 
Jl. Pramuka No. 12 Kamara Kel. Tuwung 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka No. 12 Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru 
Kab. Barru  
125 
 
JAFAR 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
126 
 
HUSAENI DG. BANI 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
127 
 
TAJUDDIN 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
128 
 
SAHABUDDIN 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
129 
 
RUHANI 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. 
Barru Kab. Barru 
Jl. Pramuka Kamara Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
130 
 
BACO B. TANRA 
Jl. Pramuka Lajulo Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
Jl. Pramuka Lajulo Kel. Tuwung Kec. Barru 
Kab. Barru 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
131 
 
HAMSIAH 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
132 
 
N A S E 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
133 
 
I MELLANG 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
134 
 
JUMARDIN 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
135 
 
RUKMAWATI 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
136 
 
I MUNA 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
137 
 
ABD. LATIF 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Barang Desa Tompo Kec. Barru Kab. Barru 
 
138 
 
NURHAYATI 
Dusun Ance Kel. Corawali Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Dusun Ance Kel. Corawali Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
139 
 
NURHAEDA 
Maralleng Desa Pao-Pao Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Maralleng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
140 
 
JUMARDIN S. 
Pucue Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
Pucue Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. 
Barru 
115 
 
 
 
NAMA-NAMA KK MISKIN PENERIMA IMB GRATIS  TAHUN 2013 
 
141 
 
ABD. KADIR K. 
Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
142 
 
ABD. MAJID 
Pucue Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
Pucue Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. 
Barru 
 
143 
 
IKASSE 
Pucue Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
Pucue Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau Kab. 
Barru 
 
144 
 
LA KUDE 
Bonto Penno Desa Pao-Pao Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Bonto Penno Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
145 
 
I RISA 
Bonto Penno Desa Pao-Pao Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Bonto Penno Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
146 
 
I CABBE 
Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Lompengeng Desa Pao-Pao Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
147 
 
I NAWI 
Dusun Palie RT. 001 Desa Madello Kec. 
Balusu Kab. Barru 
Dusun Palie RT. 001 Desa Madello Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
148 
 
DG. SIBOLLO 
Dusun Palie RT. 001 Desa Madello Kec. 
Balusu Kab. Barru 
Dusun Palie RT. 001 Desa Madello Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
149 
 
ROSNI 
Dusun Palie RT. 001 Desa Madello Kec. 
Balusu Kab. Barru 
Dusun Palie RT. 001 Desa Madello Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
150 
 
LA MAPPE 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
 
Lembae Kel.Coppo Kec. Barru Kab. Barru 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
1 
 
RUSNAH 
Jl. Tanah Lapang Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru  
2 
 
SATRIA 
Jl. Veteran Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Cilellang Desa Cilellang Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
3 
 
PERAWATI 
Jl. Lasaddi Cilellang Utara Desa 
Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Lasaddi Cilellang Utara Desa Cilellang 
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
4 
 
RUHAENI 
Jl. Lasaddi Cilellang Utara Desa 
Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Lasaddi Cilellang Utara Desa Cilellang 
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
5 
 
NURAENI 
Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Andi Empeng Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
6 
 
AMBO TUWO 
Lap. Mapaganggang Desa Cilellang 
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Veteran Cilellang Selatan Desa Cilellang 
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
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7 
 
I MINONG 
Lap. Mapaganggang Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Veteran Cilellang Selatan Desa Cilellang 
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
8 
 
MUHAMMAD TANG L. 
Cilellang Selatan Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. A. Mappaganggang Desa Cilellang 
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
9 
 
I CARE BAHTIAR 
Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Tanah Lapang Desa Cilellang  
Kec. Mallusetasi Kab. Barru 
 
10 
 
DARMAWATI 
Jl. Mapaganggang Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. La Hajji Desa Cilellang Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
11 
 
S A K K A 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
12 
 
KASMAWATI 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
13 
 
I SAMA 
Botto Lampe Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete Riaja Kab. Barru 
Kampung Pare Desa Lompo Tengah 
Kec. Tanete Riaja Kab. Barru 
 
14 
 
UMMARENG 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
15 
 
NURWAHIDA 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
16 
 
ABU BAKAR 
Woronge Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete Riaja Kab. Barru 
Woronge Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru  
17 
 
P A M M U 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru  
18 
 
MUSTAFA 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Lisu Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru  
19 
 
I SUBE 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
20 
 
MAS'ATI 
Woronge Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete Riaja Kab. Barru 
Woronge Lisu Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete 
Riaja Kab. Barru 
 
21 
 
BEDDU PANDU 
Woronge  Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete Riaja Kab. Barru 
Woronge Lisu Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete 
Riaja Kab. Barru 
 
22 
 
BAHARUDDIN 
Sikapa  Desa Lempang Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Sikapa  Desa Lempang Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
 
23 
 
FATIMAH 
Botto-Botto  Desa Lompo Tengah Kec. 
Tanete Riaja Kab. Barru 
Botto-Botto  Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
 
24 
 
LA MADE 
Cilellang Utara Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Andi Empeng Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
25 
 
HERAWATI MASSE 
Jl. Mapaganggang  Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Jl. Veteran Desa Cilellang Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
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26 
 
I SIMANG 
Cilellang Selatan Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Cilellang Desa Cilellang Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
 
27 
 
LA JAMA 
Cilellang Desa Cilellang Kec. 
Mallusetasi Kab. Barru 
Cilellang Desa Cilellang Kec. Mallusetasi 
Kab. Barru 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
28 
 
R A I S 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. Barru 
 
29 
 
ISA USMAN 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
30 
 
M U D D I N 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. Barru 
 
31 
 
H U S A I N I 
Ta'Kajuara Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Ta'Kajuara Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. Barru 
 
32 
 
LAMBACONG 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. Barru 
 
33 
 
Z I M R A N 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. Barru 
 
34 
 
S U MA R N I 
Bujung Tellu'e Kel. Sepe'e Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e Kec. Barru Kab. Barru 
 
35 
 
I KAWA 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
36 
 
MUH. SALENG 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
37 
 
MARALANG 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e 
Kec. Barru Kab. Barru 
Jl. Pahlawan Ta'Kajuara Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
38 
 
I MALU 
Bujung Tellue Sepe'e  Kel. Sepe'e 
Kec. Barru Kab. Barru 
Bujung Tellue Sepe'e  Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
39 
 
L A SUMA 
Sepe'e Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. Barru 
 
40 
 
R A B I A H 
Sepe'e Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. Barru 
 
41 
 
A L Y A S 
Sepe'e Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. 
Barru 
 
Sepe'e Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. Barru 
 
42 
 
M A L U 
Jl. Pahlawan Kel. Sepe'e  Kec. Barru 
Kab. Barru 
 
Jl. Pahlawan Kel. Sepe'e  Kec. Barru Kab. Barru 
 
43 
 
M U R N I 
Lapao Desa Binuang Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
Lapao Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru 
 
44 
 
I S U N R E 
Madello Desa Madello Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
Madello Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru 
 
45 
 
D A L L E 
Madello Desa Madello Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
Madello Desa Madello Kec. Balusu Kab. Barru 
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46 
 
B I S E 
Lapao Desa Binuang Kec. Balusu Kab. 
Barru 
 
Lapao Desa Binuang Kec. Balusu Kab. Barru 
 
47 
 
SANATU 
Dempessue Madello Desa Madello 
Kec. Balusu Kab. Barru 
Dempessue Madello Desa Madello  Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
48 
 
ARIANTO 
Dempessue Madello Desa Madello 
Kec. Balusu Kab. Barru 
Dempessue Madello Desa Madello  Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
49 
 
B A S R I 
Appualenge Madello Desa Madello 
Kec. Balusu Kab. Barru 
Appualenge Madello Desa Madello  Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
50 
 
U S M A N 
Appualenge Madello Desa Madello 
Kec. Balusu Kab. Barru 
Appualenge Madello Desa Madello  Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
51 
 
HADIANA 
Madello Desa Madello  Kec. Balusu 
Kab. Barru 
 
Madello Desa Madello  Kec. Balusu Kab. Barru 
 
52 
 
NURHAYA 
Ujunge Desa Batu Pute Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Ujunge Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
53 
 
G O G O 
Awerange Desa Batu Pute Kec. 
Soppeng Riaja Kab. Barru 
Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru  
54 
 
SAHARUDDIN 
Lawallu Desa Lawallu Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Lawallu Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
55 
 
MUSA BETTAWE 
Siddo Desa Siddo Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
Tanra Balana Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
56 
 
R O H A N I 
Batu Pute Desa Batu Pute Kec. 
Soppeng Riaja Kab. Barru 
Batu Pute Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru  
57 
 
SUDIRMAN 
Batu Pute Desa Batu Pute Kec. 
Soppeng Riaja Kab. Barru 
Batu Pute Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
58 
 
I SAKKA BEDDU 
Lawallu Desa Lawallu Kec. Soppeng 
Riaja Kab. Barru 
Lawallu Desa Lawallu Kec. Soppeng Riaja 
Kab. Barru 
 
59 
 
I JONA 
Tanra Balana Desa Lawallu Kec. 
Soppeng Riaja Kab. Barru 
Tanra Balana Desa Lawallu Kec. Soppeng 
Riaja 
Kab. Barru 
 
60 
 
A S A P 
Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Jl. Poros Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
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61 
 
I S M A I L 
Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Jl. Poros Lipukasi Desa Garessi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
 
62 
 
SALAHUDDIN 
Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Jl. Dusun Buttue Desa Garessi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
 
63 
 
HANE 
Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Jl. Dusun Buttue Desa Garessi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
 
64 
 
ABD. RAHIM 
Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
65 
 
SARI BULAN 
Juppai Kel. Tanete Rilau Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Juppai Kel. Tanete Rilau Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
66 
 
I RAPPE 
Juppai Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Matene Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
67 
 
HANISA 
Juppai Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
Juppai Kel. Tanete Kec. Tanete Rilau Kab. 
Barru 
 
68 
 
HASANUDDIN 
Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
69 
 
AMINAH 
Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
70 
 
BAHARUDDIN 
Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
71 
 
NURJANNAH 
Mattoanging Palanro Kel. Lalolang Kec. 
Tanete Rilau Kab. Barru 
Palanro Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
72 
 
RUSLAN 
Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Ance Desa Corawali Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
73 
 
YEMPANG 
Pancana Desa Pancana Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Pancana Desa Pancana Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
74 
 
I  SITTI 
Pancana Desa Pancana Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Pancana Desa Pancana Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
75 
 
PAIDA 
Buttue Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
Lajari Desa Garessi Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
76 
 
LAMAHE 
Palanro Kel. Lalolang Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Palanro Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
 
77 
 
ABD. MUING 
Palanro Kel. Lalolang Kec. Tanete 
Rilau Kab. Barru 
Palanro Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau 
Kab. Barru 
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78 
 
J A M A 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
79 
 
KAMARUDDIN 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
80 
 
T A L E 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
81 
 
B O L I 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
82 
 
RASING 
Palampang Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Kalampang Desa Bulo-Bulo Kec. Pujananting 
Kab. Barru  
83 
 
LACITA 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
84 
 
ANSAR 
Dusun Mattinro Deceng Desa 
Pujananting Kec. Pujananting Kab. 
Dusun Mattinro Deceng Desa Pujananting 
Kec. Pujananting Kab. Barru 
 
85 
 
SANTUWO 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
86 
 
MACCA 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
87 
 
MUH. ARIF 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
     
88 
 
KASSE 
Bacu Kec. Pujananting Kab. Barru Batu Lappa Desa Bacu-Bacu Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
89 
 
SALAMA 
Pangi Desa Jangan-Jangan  Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Pangi Desa Jangan-Jangan  Kec. Pujananting 
Kab. Barru  
90 
 
A. SUYUTI 
Doi-Doi Desa Pattapa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
Doi-Doi Desa Pattapa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
91 
 
HANA 
Bonto Payung Desa Pujananting Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Bonto Payung Desa Pujananting 
Kec. Pujananting Kab. Barru 
 
92 
 
SAIMANG 
 
Doi-Doi Desa Pattapa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
Doi-Doi Desa Pattapa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
 
93 
 
JAMING 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting Kab. Barru 
Lappa Temmu Desa Bulo-Bulo Kec. 
Pujananting 
Kab. Barru 
 
94 
 
INDARE 
Doi-Doi Desa Pattapa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
Doi-Doi Desa Pattapa Kec. Pujananting 
Kab. Barru 
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95 
 
NAHIRA 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete 
Riaja Kab. Barru 
Ele Desa Lompo Tengah Kec. Tanete Riaja 
Kab. Barru 
. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
1 2 3 4 
 
1 
 
MARDANA 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  
KEC. PUJANANTING 
 
2 
 
HAKIMIN 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  
KEC. PUJANANTING 
 
3 
 
HARIYANTI 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  
KEC. PUJANANTING 
 
4 
 
SATRIANI 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING  
5 
 
GAFFAR 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
PADANGLAMPE DESA MATTAPPAWALIE  
KEC. PUJANANTING 
 
6 
 
HASNA. S 
PATTALLASANG DESA GATTARENG KEC. 
PUJANANTING 
 
PATTALLASANG DESA GATTARENG KEC. 
PUJANANTING  
7 
 
IRUSI 
 
LEMPANG DESA GATTARENG KEC. PUJANANTING 
 
LEMPANG DESA GATTARENG KEC. PUJANANTING 
 
8 
 
SYAIR 
MANYENGSO DESA GATTARENG KEC. 
PUJANANTING 
 
MANYENGSO DESA GATTARENG KEC. 
PUJANANTING  
9 
 
KAMRIA 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING  
10 
 
INDARE 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING  
11 
 
IKASE 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING 
 
DOI-DOI DESA MATTAPPAWALIE  KEC. 
PUJANANTING  
12 
 
TADIRMAN 
 
WANAWARU DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
WANAWARU DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
13 
 
MOLE 
 
WANAWARU DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
WANAWARU DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
14 
 
LA BISE 
 
PALLUDDA DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
PALLUDDA DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
15 
 
NAHARIAH 
 
PALLUDDA DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
PALLUDDA DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
16 
 
SAMANANG 
 
WANAWARU DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
 
WANAWARU DESA PATTAPPA KEC. PUJANANTING 
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17 
 
SUKUR 
PATTALLASANG DESA GATTARENG KEC. 
PUJANANTING 
 
PATTALLASANG DESA GATTARENG KEC. 
PUJANANTING 
 
18 
 
KAMERIA 
BOTTOLAMPE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
BOTTOLAMPE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
19 
 
HARTIKA 
 
PASAR BARU DESA KADING KEC. TANETE RIAJA 
 
PASAR BARU DESA KADING KEC. TANETE RIAJA 
 
20 
 
I SAME 
BOTTOLAMPE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
BOTTOLAMPE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
21 
 
MANSYUR. S 
 
LISU WORONGE DESA LOMPO TENGAH 
 
LISU WORONGE DESA LOMPO TENGAH 
 
22 
 
MUH. YUNUS 
BOTTO-BOTTO DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
BOTTO-BOTTO DESA LOMPO TENGAH KEC. 
TANETE RIAJA 
 
23 
 
USMAN 
WORONGE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
WORONGE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
24 
 
LA MALLA 
 
WORONGNGE DESA LOMPO TENGAH 
 
WORONGNGE DESA LOMPO TENGAH 
 
25 
 
I HAPI 
 
PASAR BARU DESA KADING KEC. TANETE RIAJA 
 
PASAR BARU DESA KADING KEC. TANETE RIAJA 
 
26 
 
HERMAN 
 
SIKAPA DESA LEMPANG KEC. TANETE RIAJA 
 
SIKAPA DESA LEMPANG KEC. TANETE RIAJA 
 
27 
 
FATIMA 
BOTTOLAMPE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
BOTTOLAMPE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
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1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
28 
 
MARWATI 
BOTTO-BOTTO DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
BOTTO-BOTTO DESA LOMPO TENGAH KEC. 
TANETE RIAJA 
 
29 
 
SYAMSURIANINGSIH 
 
LISU DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE RIAJA 
 
LISU DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE RIAJA 
 
30 
 
BAHARUDDIN 
WORONGE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA 
 
WORONGE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE 
RIAJA  
31 
 
ERNI MAJID 
 
ELE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE RIAJA 
 
ELE DESA LOMPO TENGAH KEC. TANETE RIAJA 
 
32 
 
HASNAH B. BEDDU HAMID 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
33 
 
LA DACING 
 
BUTUNG DESA LASITAE KEC. TANETE RILAU 
 
BUTUNG DESA LASITAE KEC. TANETE RILAU 
 
34 
 
BEDDU HALANG 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
35 
 
LADONGE B. LATANGE 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
36 
 
BEDDU B. DENNU 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
37 
 
SYAMSIR BISE 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
38 
 
IRYANI 
 
BUTTUE DESA GARESSI KEC. TANETE RILAU 
 
BUTTUE DESA GARESSI KEC. TANETE RILAU 
 
39 
 
MUHATIKA 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
40 
 
ROSMAWATI 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
41 
 
INDAH 
 
DESA LASITAE KEC. TANETE RILAU 
 
DESA LASITAE KEC. TANETE RILAU 
 
42 
 
HAYATI B. PESSA 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
MATAJANG DESA LALABATA KEC. TANETE RILAU 
 
43 
 
MA'MUR 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
44 
 
ASMAWATI 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
45 
 
YANI 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
46 
 
LAICAL 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
47 
 
LAZULE 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
48 
 
ISARE 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
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49 
 
LASAYUTI 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
MADDO DESA TELLUMPANUA KEC. TANETE RILAU 
 
50 
 
HARIS 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
51 
 
SARIDAH 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
52 
 
LA DELLANG 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
53 
 
LA BACO 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
54 
 
KARTINI 
 
MANGKOSO KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU 
 
MANGKOSO KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU 
 
55 
 
HAMZAH 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
AJAKKANG KEC. SOPPENG RIAJA 
 
56 
 
TALITTI 
 
MANGKOSO KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU 
 
MANGKOSO KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU 
 
57 
 
RIDWAN 
 
MANGKOSO KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU 
 
MANGKOSO KEC. SOPPENG RIAJA KAB. BARRU 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
58 
 
ALIMUDDIN 
JL. TITANG NO. 27 KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU 
JL. TITANG NO. 27 KEL. SUMPANG BINANGAE 
KEC. BARRU 
 
59 
 
I MARI 
 
KALOMPI DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
KALOMPI DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
60 
 
BASKA 
 
KALOMPI DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
KALOMPI DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
61 
 
HADIJA 
LOMPONGENG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU 
 
LOMPONGENG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU  
62 
 
NAHRIAH. P 
LIMPOMAJANG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU 
 
LIMPOMAJANG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU  
63 
 
NUR ASIAH 
 
UJUNGE KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. BARRU 
 
UJUNGE KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. BARRU 
 
64 
 
SAKKA BADO 
LIMPOMAJANG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU 
 
LIMPOMAJANG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU  
65 
 
BASRI 
LIMPOMAJANG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU 
 
LIMPOMAJANG KEL. SUMPANG BINANGAE KEC. 
BARRU  
66 
 
ISENG 
 
KALOMPI DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
KALOMPI DESA GALUNG KEC. BARRU 
125 
 
 
 
67 
 
INAHE 
 
GALUNG DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
GALUNG DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
68 
 
KULOSONG 
 
GALUNG DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
GALUNG DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
69 
 
BAHARUDDIN 
 
GALUNG DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
GALUNG DESA GALUNG KEC. BARRU 
 
70 
 
NASRIATI 
 
AMMARO KEL. COPPO KEC. BARRU 
 
AMMARO KEL. COPPO KEC. BARRU 
 
71 
 
ROHANA 
 
LEMBAE KEL. COPPO KEC. BARRU 
 
LEMBAE KEL. COPPO KEC. BARRU 
 
72 
 
AKIS. S 
 
LEMBAE KEL. COPPO KEC. BARRU 
 
LEMBAE KEL. COPPO KEC. BARRU 
 
73 
 
BAKRA 
 
PADANGLOANG KEC. BALUSU 
 
PADANGLOANG KEC. BALUSU 
 
74 
 
GUSTIA 
 
PADANGLOANG KEC. BALUSU 
 
PADANGLOANG KEC. BALUSU 
 
75 
 
I HADE 
 
PACCIRO KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
PACCIRO KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
76 
 
I MIMA 
 
LAPAO DESA BINUANG KEC. BALUSU 
 
LAPAO DESA BINUANG KEC. BALUSU 
 
77 
 
LA MASING 
 
LAPAO DESA BINUANG KEC. BALUSU 
 
LAPAO DESA BINUANG KEC. BALUSU 
 
78 
 
MUHARE 
 
LAWAMPANG KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
LAWAMPANG KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
79 
 
SAHARUDDIN 
 
LAPAO DESA BINUANG KEC. BALUSU 
 
LAPAO DESA BINUANG KEC. BALUSU 
 
80 
 
MURSALIN 
 
PACCIRO KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
PACCIRO KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
81 
 
LA SANGKA 
 
LAWAMPANG KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
LAWAMPANG KEL. TAKKALASI KEC. BALUSU 
 
82 
 
UMAR 
 
KUPA KEC. MALLUSETASI 
 
KUPA KEC. MALLUSETASI 
 
83 
 
MADDENGE 
 
PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
84 
 
INONGKE 
 
PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
85 
 
LABAKKA 
 
PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
86 
 
LABUASANG 
 
PEKKAE KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
87 
 
RUSNANI 
JL. BACO ENNI PEKKAE KEL. PALANRO KEC. 
MALLUSETASI 
JL. BACO ENNI PEKKAE KEL. PALANRO 
KEC. MALLUSETASI 
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Sumber :Kantor KP3M tahun 2012 sampai 2014 
              Upaya program IMB gratis agar tetap berjalan tetap optimal,kantor 
KP3M aktif menyosialisasikan di masyarakat,seperti yang dipaparkan oleh 
bapak Kaharuddin selaku kepala seksi pelayanan mengatakan bahwa : 
“Kebijakan IMB gratis disosialisasikan pada saat 
musremban,serta menyurat kepada kecamatan masing-
masing untuk mengadakan tolksow yang diadakan disetiap 
kecamatan,dan dibantu lagi dengan mobil masiga yang 
disediakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
pelayanan apa saja yang diberikan oleh kantor 
KP3M.”(wawancara pada tanggal 9 maret 2015) 
NO. NAMA KK MISKIN ALAMAT LETAK BANGUNAN 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
88 
 
LASEMMANG 
 
PEKKAE KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
89 
 
SUYUTI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
90 
 
SUGIONO 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
91 
 
LANABI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
92 
 
LAGOLO 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
93 
 
ABD. HAFID 
CILELLANG UTARA DESA CILELLANG KEC. 
MALLUSETASI 
 
CILELLANG UTARA DESA CILELLANG KEC. 
MALLUSETASI  
94 
 
BUNGA RATIH 
CILELLANG SELATAN DESA CILELLANG KEC. 
MALLUSETASI 
CILELLANG SELATAN DESA CILELLANG 
KEC. MALLUSETASI 
 
95 
 
MUH. YASIN 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
 
PEKKAE UTARA KEL. PALANRO KEC. MALLUSETASI 
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Dari apa yang disampaikan diatas bahwa upaya yang dilakukan oleh 
Kantor KP3M belum sepenuhnya maksimal,masih perlu melakukan inovasi 
sehingga dapat diterima dan diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten 
Barru. 
Setiap tahun jumlah pengurusan dan penerima IMB gratis semakin 
meningkat dari tahun ketahun sesuai dengan pemaparan dari bapak Syamsir 
selaku kepala kantor KP3M,bahwa: 
“Jumlah penerima IMB gratis dari tahun ketahun 
meningkat,pada tahun 2012 jumlah penerima sebanyak 
150 keluarga,pada tahun 2013 target kami hanya 30 
keluarga penerima akan tetapi terjadi peningkatan 
sampai 95 keluarga,dan pada tahun 2014 jumlah 
penerima sebanyak 95 keluarga.”(Wawancara pada 
tanggal 10 maret 2015) 
Dari pemaparan diatas bahwa masyarakat miskin yang mendapatkan 
IMB gratis semakin meningkat.padahal pemerintah telah membatasi kuota 
penerima IMB gratis akan tetapi jumlah pendaftar IMB gratis melebihi kuota 
yang ditetapkan,sehingga pemerintah perlu menganggarkan dana yang 
lebih,sehingga tidak ada lagi pembatasan jumlah kuota penerima IMB gratis. 
Layanan  administrasi  perizinan  merupakan  kebutuhan  dasar  
masyarakat yang  harus  disiapkan  oleh  pemerintah. Sebagaimana  pemerintah 
Kabupaten Barru memberikan  kemudahan  layanan  administrasi Izin Mendirikan 
Bangunan gratis  bagi  masyarakat. Melalui  program  inovasi  Kantor  Pelayanan  
Perizinan  dan Penanaman Modal (KP3M) yang mengantarkan Kabupaten Barru 
128 
 
 
meraih Tropi Otonomi Awards 2014. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten 
Barru dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin cukup besar. 
Seperti yang diungkapkan oleh Front Office dan Tim kantor 
KP3M,bahwa: 
 “Dengan adanya pemberian IMB gratis,membantu 
masyarakat miskin untuk membuat hunian baru bagi 
mereka.Kantor KP3M dengan konsep “MASIGA” Ramah 
Pasti dan Gampang,memberikan kemudahan bagi 
masyarakat.dan terlenih lagi masyarakat penerima IMB 
gratis diantarkan langsung ketempat penerima tanpa 
bersusapayah dating ke kantor KP3M.”(Wawancara 
pada tanggal 10 maret 2015) 
Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Baharuddin,penerima 
IMB gratis pada tahun 2013,mengatakan bahwa: 
“Pihak kantor KP3M datang langsung mengantarkan 
sertifikat IMB tersebut,saya bertanya kepada tim teknis 
berapa biaya admistrasi IMB tersebut,akan tetapi tim 
teknis mengatakan bahwa tidak ada biaya yang mesti 
bapak keluarkan,karena kantor KP3M membentuk tim 
jemput bola.”(Wawancara pada tanggal 14 maret 2015) 
Senada yang diungkapkan oleh Ibu Iryani selaku penerima IMB gratis 
tahun 2014,mengatakan bahwa: 
“Dalam pembuatan IMB gratis proses pembuatannnya 
tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan waktu yang 
lama.dalam penyelenggaraannya pihak Kantor IMB gratis 
bertanggung jawab penuh dalam penyelesaiaan 
IMB.serta seluruh komponen kantor bersikap ramah dan 
ikhlas dalam melayani.”(Wawancara pada tanggal 15 
maret 2015). 
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Dari pemaparan diatas bahwa pemberian pelayanan yang optimal 
sangat berdanfak bagi Kantor KP3M itu sendiri serta dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan,sesuai dengan prinsip-prinsip 
pelayanan: 
1. Kesederhanaan,  
Dalam prosedur pelayanan IMB gratis tidak berbelit- belit, mudah 
dipahami, dan mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan 
a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan IMB gratis 
b) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 
persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan IMB gratis 
c) Masyarakat tidak dibebankan dalam pembuatan IMB gratis 
3. Kepastian waktu, 
di mana dalam pelaksanaan IMB gratis dapat diselesaikan dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan. 
4. Tanggung jawab, 
pimpinan penyelenggara pelayanan IMB gratis atau pejabat yang 
ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 
penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan IMB 
tersebut. 
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5 Kelengkapan sarana dan prasarana,  
tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan 
pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana 
teknologi komunikasi dan informatika (telematika) agar masyarakat 
dapat mencari dan mendapatkan informasi tentang IMB tersebut. 
6 Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan,  
di mana Kantor KP3M memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
masyarakat dengan bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta 
memberikan pelayanan dengan ikhlas.sesuai dengan Branding Kantor 
KP3M Ramah,Pasti dan Gampang. 
Prosedur pelayanan Izin mendirikan Bangunan Kabupaten Barru 
sesuai dengan PERDA No 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin 
Mendirkan bangunan: 
1. Memberikan nomor antrian 
2. Memeriksa kelengkapan berkas pemeohon dan meregistrasi 
3. Mencetak dan memberikan bukti penerimaan permohonan,mencetak 
surat tugas kunjungan lapangan tim teknis. 
4. Menandatangani surat tugas tim teknis dan menyerahkkan berkas 
permohonan kepada sekse pelayanan. 
5. Memeriksa berkas pemohon dan memparaf kartu control serta 
menyerahkan ke tim teknis. 
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6. Melakukan Kunjungan Lapangan 
7. Memberikan Rekomendasi 
8. Melakukan Penghitungan Retribusi 
9. Memverifikasi perhitungan retribusi 
10. Mencetak SKRD 
11. Memvalidasi dan memparaf SKRD 
12. Menandatangani SKRD 
13. Memberi Nomor Registrasi SKRD 
14. Menyerahkan SKRD kepada pelanggan, menerima tanda setuju dan 
mengarahkan pelanggan kepada kasir untuk membayar retribusi  
15. Menerima Pembayaran Retribusi dan membuat Tanda Terima 
Pembayaran retribusi 
16. Menerima Tanda Terima Pembayaran, mencetak Surat Izin Mendirikan 
Bangunan dan plakat IMB 
17. Mengecek, memparaf Surat Izin Mendirikan Bangunan dan Plakat IMB 
18. Menandatangani Surat Izin Mendirikan Bangunan 
19. Memberikan Nomor Registrasi Izin, Stempel dan Melakukan Pengarsipan 
Surat Izin 
20. Menyerahkan Asli Surat Izin Mendirikan Bangunan ke Pemohon 
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4.11 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelayanan Izin Mendirikan 
Bangunan gratis pada Kantor Pelayanan Perizinan dan penanaman 
Modal  Kabupaten Barru 
Dalam awal pelaksanaan pelayanan IMB gratis tidak dapat dipungkiri 
bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan IMB 
gratis,baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. 
Pada proses pelaksanaan pelayan IMB gratis ini ada beberapa faktor 
pendukung dalam pelaksanaannya.seperti: 
a. Surat Keputusan Bupati 
b. Sumberdaya pelaksana 
seperti yang diungkapkan oleh ibu Sarmiati selaku Kasubag Tata 
Usaha,bahwa : 
“Dengan adanya data yang valit yang kami butuhkan 
dalam pendataan,serta adanya respon dari bapak 
Bupati yang mengeluarkan surat keputusan sejak tahun 
2012 sampai sekarang,dimana perda retribusi diubah 
menjadi non retribusi,karena bapak bupati mendukung 
program yang digratiskan.”(Wawancara pada tanggal 21 
maret 2015) 
Senada yang diungkapkan oleh bapak Syayuti selaku Kepala Seksi 
Pengolahan,bahwa: 
“Dukungan dari Bapak Bupati dengan memberikan 
Surat Keputusan agar IMB digratiskan kepada 
masyarakat miskin,dengan tidak mempengaruhi 
pendapatan asli daerah (PAD),karena setiap tahun 
pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 
39,9 juta pertahun,dana tersebut digunakan untuk biaya 
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oprasional timteknis dan ongkos percetakan surat 
IMB.”(Wawancara pada tanggal 21 maret 2015) 
 
Berdasarkan pemaparan diatas bahwa,kebijakan IMB gratis 
mendapatkan respon yang baik dari pemerintah setempat,dimana setiap 
tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD) sebanyak Rp 39,9 juta pertahun. 
Dewasa ini,dengan adanya IMB gratis memberikan banyak manfaat 
bagi masyarakat yang kurang mampu,ketika biaya retribusi pembuatan IMB 
dibiayai oleh pemerintah dan menjadikan praturan retribusi menjadi non 
retribusi.sehingga memacu masyarakat agar mengurus dan membuat IMB. 
Sejalan  dengan dukungan pemerintah yang mengeluarkan Surat 
keputusan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 tentang IMB 
gratis,tidak dapat dipungkiri bahwa sumberdaya pelaksana yakni kualitas 
aparat dan sistem pelayanan yang baik kepada masyatakat.sesuai dengan 
Baranding kantor KP3M yakni Ramah,Pasti dan Gampang.serta Motto Ikhlas 
Bekerja,Simpatik Melayani. sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan: 
Menurut Ridwan , Prinsip- prinsip Pelayanan:  
1. Kesederhanaan 
2. Kejelasan 
3. Kepastian waktu 
4. Tanggung jawab 
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5. Kelengkapan sarana dan prasarana 
6. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan 
Sesuai dengan pemaparan diatas peneliti dapat melihat bahwa proses 
pelayanan Kantor KP3M sudah memberikan pelayanan yang baik kepada 
masyarakat. 
Dalam perjalanannya,pelayanan IMB gratis bagi masyarakat miskin 
tentu akan mendapat hambatan,adapun faktor penghambat yang diutarakan 
oleh Ibu Sarmiati selaku Kasubag Tata Usaha,bahwa: 
“Hal yang menghambat pelayanan IMB gratis yakni 
ketika Tim teknis tidak berkantor di KP3M,seandainya 
tim teknis berkantor disini otomatis semua pengurusan 
IMB akan cepat terlaksana,karena tim teknis dan tim 
non teknis saling menunggu,otomatis menunggu waktu 
yang lama.serta data yang menjadi acuan yakni data 
masyarakat yang mendapat beras raskin akan tetapi 
dari data tersebut yang penerima beras raskin tidak 
semuanya tidak mampu,sehingga tim teknis harus 
mensurvei langsung kelokasi,dikarenakan jangan 
sampai ada masyarakat yang tergolong mampu 
mendapatkan IMB gratis.”(Wawancara pada tanggal 23 
maret 2015) 
 
Hal serupa diungkapkan oleh bapak Kaharuddin selaku kepala seksi 
pelayanan,bahwa: 
“Hambatan dalam pelayanan IMB gratis ketika 
kurangnya kelengkapan dokumen,masyarakat kurang 
mengakses informasi,kendala oprasional,ketika Surat 
kepemilikan yang bermasalah serta akses yang cukup 
jauh dan medan yang sulit sehinggah tim teknis sulit 
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menjangkau lokasi penerima IMB tersebut.”(Wawancara 
pada tanggal 23 maret 2015) 
Dari hasil pemaparan diatas bahwa,hambatan pelayanan IMB gratis 
ketika kelengkapan dokumen tidak lengkap,kendala oprasional,surat 
kepemilikan yang bermasalah serta akses yang cukup jauh dan medan yang 
sulit sehingga tim teknis kesulitan pada saat pendataan lokasi. 
Bukan hanya itu faktor penghambat yang palin berpengaruh dalam 
pelayanan IMB gratis ketika tim teknis tidak berkantor di kantor KP3M 
sehingga pengurusan memakan waktu yang cukup lama,dikarenakan perlu 
ada waktu verifikasi berkas antara tim teknis dan tim non teknis. 
Semestinya tim teknis pelayanan IMB gratis ada yang berkantor di 
KP3M,agar koordinasi tim teknis dan tim non teknis dapat berjalan dengan 
baik.sehingga dalam pengurusan berkas penerima IMB tidak membutuhkan 
waktu yang lama,sehingga tim teknis cepat penyerahan IMB gratis cepat 
diterima oleh masyarakat. 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan dengan permasalahan penelitian sebagai 
berikut : 
Izin   mendirikan  bangunan   adalah   izin  yang   diberikan   kepada 
perorangan atau badan hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan 
membangun. 
Salah satu dasar pertimbangan penetapan peraturan Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB) adalah agar setiap bangunan memenuhi teknik konstruksi, 
estetika serta persyaratan lainnya sehingga tercipta suatu rangkaian 
bangunan yang layak dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, 
keindahan dan interaksi sosial. Adapun yang menajdi kesimpulan dari 
penelitian ini yaitu 
1. Bahwa penerapan kebijakan izin mendirikan bangunan gratis di 
kabupaten barru mendapatkan respon yang sangat baik  dari 
pemerintah Kabupaten Barru,dimana setiap tahunnya pemerintah 
mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD) sebanyak Rp 39,9 juta pertahun. Hal ini dapat dilihat 
bahwa keberpihakan pemerintah kabupaten Barru dalam 
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memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin cukup 
besar.dimana program ini diinisiasi oleh kantor pelayanan 
perizinan dan penanaman modal KP3M kabupaten Barru, 
penerepan dari  pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan 
terpadu dimulai dari tahap tertibnya dokumen di kantor pelayanan 
perizinan dan penanaman modal KP3M Kabupten Barru. Dan 
dampak dari adanya kebijkan ini dirasakan langsung manfaatnya 
oleh masyarakat miskin dimana hal ini dapat dilihat dari 
masyarakat miskin yang mendapatkan IMB gratis semakin 
meningkat.   
2. Faktor faktor  yang mempengaruhi pelayanan izin mendirikan 
bangunan gratis pada kantor pelayanan izin dan penanaman 
modal KP3M yaitu.faktor pendukung  dari kebijakan tersebut 
adalah surat keputusan bupati  dan sumberdaya pelaksana 
sedangkan Faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam 
pelayanan IMB gratis ketika tim teknis tidak berkantor di kantor 
KP3M sehingga pengurusan memakan waktu yang cukup 
lama,dikarenakan perlu ada waktu verifikasi berkas antara tim 
teknis dan tim non teknis. Dan Hambatan pelayanan IMB gratis 
yakni kelengkapan dokumen tidak lengkap,kendala 
oprasional,surat kepemilikan yang bermasalah serta akses yang 
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cukup jauh dan medan yang sulit sehingga tim teknis kesulitan 
pada saat pendataan lokasi. 
5.2  Saran 
Setelah melalui penelitian mendalam tentang analisis pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan gratis pada Kantor Pelayanan Perizinan dan 
Penanaman Modal, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan  yang bersifat 
pemberian bantuan pelayanan terhadap masyarakat miskin, sehingga 
kedepannya para masyarakat dapat merasakan dan mengikuti setiap 
proses pelayanan dengan baik tanpa adanya syarat yang berat. 
2. Pemerintah daerah diharapkan terus melakukan pendataan mengenai 
masyarakat miskin di setiap daerah secara merata. Agar Data ini 
kemudian dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan suatu 
kebijakan yang menjadi pegangan dalam pelayanan dan pemberian 
bantuan terhadap masyarakat miskin 
3. Pemerintah daerah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam 
meningkatkan kesadaran masayarakat mengenai pentingnya Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB). 
4. Pemerintah daerah perlu membangun sistem kerjasama yang terpadu 
antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan dan pemberian 
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pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat yang kurang mampu 
secara terprogram dan berkelanjutan seperti pemerintah desa, tokoh  
masyarakat, dan masyarakat kurang mampu itu sendiri. Dengan adanya 
kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari 
pemerintah desa hingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dan 
dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan. 
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